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DISCLAIMER 

 

Buku Acuan Alokasi Risiko ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan No 260 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan No 8 Tahun 2016 kepada PT Penjaminan Infrastruktur Persero (PT PII) sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). 

PT PII menyusun Acuan Alokasi Risiko infrastruktur setiap tahun untuk dipublikasikan secara luas agar dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan, 
terutama para pihak Penangggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), Badan Usaha (BU), Investor dan Penyedia Dana pada proyek Kerjasama Pemerintah Badan 

Usaha (KPBU). Distribusi dan alokasi risiko yang diuraikan dalam buku ini diharapkan dapat disesuaikan penggunaanya dengan karakteristik maupun struktur 
proyek yang dikembangkan. 

Segala penggunaan sebagian atau keseluruhan isi materi buku ini untuk keperluan dan kebutuhan komersial antara lain namun tidak terbatas pada penggunaan 
materi untuk training kepada khalayak umum, penggandaan dan penyebarluasan materi untuk diperjual belikan kembali serta penggunaan bertujuan komersial 

lainnya dalam arti luas, harus melalui izin dan persetujuan dari Direksi dan Manajemen PT PII terlebih dahulu. 

PT PII tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penyalahgunaan sebagian atau seluruh materi dalam buku ini dengan segala yang diakibatkannya yang 
dilakukan tanpa persetujuan dan izin dari Direksi dan Manajemen PT PII. 
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SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN RI 

 

Kondisi pandemi yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 telah memaksa dunia global untuk melakukan adaptasi yang cukup masif, baik dari sisi penyediaan 
layanan kesehatan, pelayanan publik, interaksi sosial hingga aktivitas ekonomi. Di awal tahun 2021, kondisi ekonomi global menunjukkan perkembangan yang positif 
dan menunjukkan optimisme yang cukup tinggi. Indonesia sendiri saat ini terus berupaya untuk melakukan percepatan program vaksinasi nasional sebagai upaya 
pengendalian pandemi dan pemulihan perekonomian. Selain mempercepat penyediaan vaksin masyarakat, Pemerintah juga memberikan stimulus fiskal di berbagai 
sektor sebagai bagian dari upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi.  

Meskipun pandemi menyebabkan penurunan aktivitas perkenomian, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga momentum pembiayaan infrastruktur. Akselerasi 
government spending melalui berbagai proyek infrastruktur akan menimbulkan multiplier effect ke berbagai sektor guna mendukung upaya pemulihan atas dampak 
Covid-19. Berdasarkan study GIH (2020), investasi publik termasuk infrastruktur dapat meningkatkan GDP dan memiliki multiplier effect sebesar 0.98 setelah 2-5 
tahun. Lebih lanjut, investasi publik sebesar 1% dari GDP dapat menciptakan 7 juta lapangan pekerjaan secara langsung tanpa memperhitungkan efek makro (IMF, 
2021) . Bagi Indonesia sendiri, pembangunan infrastruktur juga merupakan kebutuhan untuk dapat keluar dari middle-income trap. 

Di sisi lain, keputusan Pemerintah dalam merespon kondisi pandemi sejak tahun 2020 hingga 2022  tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap kemampuan 
keuangan negara terutama ketika besaran defisit APBN kembali ke angka displin 3%. Pemenuhan kebutuhan investasi infrastruktur di tahun 2023 dan seterusnya 
tidak bisa lagi mengandalkan pembiayaan APBN yang menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-
sumber pembiayaan agar infrasturktur dapat dilaksanakan sesuai target RPJMN. Optimalisasi peran sektor swasta, baik domestik maupun internasional, dalam 
memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur menjadi semakin krusial. 

Skema Kejasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu skema pembiayaan yang melibatkan peran swasta dalam penyediaan infrastruktur publik. 
Untuk dapat mengundang keterlibatan sektor swasta secara optimal, Pemerintah perlu memastikan bahwa risiko dalam proyek infrastruktur dialokasikan secara 
optimal dengan pihak swasta. Alokasi risiko yang transparan dan terukur menjadi elemen utama yang mendasari kontrak kerjasama bagi para pihak yang berkontrak 
dan berkontribusi terhadap kesuksesan penyelesaian proyek di masa konstruksi hingga operasi. Mitigasi dan alokasi risiko yang optimum di antara pihak diharapkan 
semakin meningkatkan kepastian bagi pihak swasta dan lembaga pembiayaan dalam berinvestasi dan memberikan pembiayaan pada proyek infrastruktur Indonesia.  
. 

Sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 2011 Acuan Alokasi Risiko selalu diperbaharui dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak termasuk para 
pemilik proyek (Penanggung Jawab Proyek Kerja sama/PJPK) dan pengalaman dalam menangani proyek ïproyek KPBU. Ke depan, diharapkan manfaat Acuan 
Alokasi Risiko harus bisa diarasakan oleh pihak swasta terutama investor dan pemilik dana untuk memberikan kenyamanan dalam menanamkan investasinya. 
Dengan adanya acuan alokasi risiko, respon Pemerintah dalam melakukan monitoring dan koordinasi untuk memitigasi risiko-risiko utamanya risiko force majeure 
yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, bisa dilakukan secara terukur dan akuntabel. . 

Merespon kondisi pandemi Covid-19 ini, perlu saya sampaikan bahwa paradigma pembangunan infrastruktur saat ini telah bergeser ke arah infrastruktur yang lebih 
hijau. Saat ini, aspek sustainability dan ESG menjadi salah satu pertimbangan utama investor dalam mengambil keputusan investasi. Di sisi lain, penyediaan 
infrastruktur yang berkualitas juga harus mengedepankan aspek green, resilient, dan inclusive dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Perubahan paradigma 
proyek infrastruktur harus kita dukung dan fasilitasi.  
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Ke depan, penerapan ESG akan terus didorong oleh Pemerintah dan diarahkan untuk proyek infrastruktur yang mendapatkan dukungan pemerintah, termasuk 
penjaminan. PT PII sebagai fiscal tool Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, akan mengadaptasi unsur ESG dalam penyediaan penjaminan proyek KPBU. 
Selain itu, perluasan mandat PT PII sebagai enabler dalam penyiapan business case juga akan mulai mengimplementasikan aspek-aspek kualitas infrastruktur. Oleh 
karena itu, Acuan Alokasi risiko juga harus mulai memasukkan elemen ESG dan unsur QII (green, resilient, dan inclusive serta teknologi) sebagai bentuk komunikasi 
kepada calon investor dan pemilik dana lainnya bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen dan berperan aktif dalam upaya pemulihan global dan berinvestasi demi 
masa depan yang lebih baik. 

. 

 

Sri Mulyani Indrawati 

Menteri Keuangan Republik Indonesia  
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KATA PENGANTAR 
 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah keterbatasan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah terus mendorong berbagai bentuk alternatif pembiayaan maupun skema pembiayaan kreatif, antara lain dengan 
meningkatkan partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur nasional melalui dukungan kebijakan, instrumen, dan kerangka fiskal Pemerintah.  
 
Sebagai salah satu bentuk dukungan tersebut, pada tanggal 30 Desember 2009 Pemerintah Indonesia ï melalui Kementerian Keuangan RI ï membentuk PT 
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII), sebagai salah satu Special Mission Vehicles (SMV) berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
bertugas untuk memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).  
 
Memegang mandat sebagai pelaksana satu pintu dalam penyediaan penjaminan proyek KPBU, PT PII memiliki peran utama dalam mendukung percepatan 
penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemberian penjaminan juga diharapkan 
dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang yang memiliki dampak kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia, 
melindungi kepentingan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan dari para 
investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim risiko dari sisi Pemerintah atas suatu proyek infrastruktur yang 
dikerjasamakan. Selain itu pembangunan infrastruktur dipandang cukup penting dan memiliki andil besar dalam masa pemulihan terutama pada masa pandemi 
Covid-19 sehingga diharapkan ketika aktivitas akan berjalan normal kembali infrastruktur telah siap dan dapat mempercepat gerak roda perekonomian. 
 
Sejalan dengan pesatnya pembangunan infrastruktur dan semakin terbangunnya kepercayaan atas implementasi skema KPBU di Indonesia, pada tahun 2020 
terdapat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Pasal 3 (t), yang menyebutkan tambahan satu sektor baru mengenai 
infrastruktur bangunan negara antara lain gedung perkantoran, rumah negara, dan sarana pendukung lainnya.  
 
Melalui PT PII, penjaminan Pemerintah disediakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian lebih dalam mencapai financial closing (pemenuhan pembiayaan) 
proyek, melalui peningkatan kelayakan kredit atau bankability dari proyek-proyek KPBU. Model bisnis PT PII sangat terkait erat dengan kerangka regulasi KPBU dan 
penjaminan saat ini, yang harus menekankan pada:  

¶ Kelayakan proyek (teknis, legal, ekonomi, finansial, sosial, dan lingkungan);  

¶ Kesiapan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk implementasi skema KPBU dengan melibatkan pihak swasta; dan  

¶ Kemampuan PJPK untuk mengelola risiko proyek yang dialokasikan secara wajar kepada mereka serta penanganan yang dilakukan sepanjang proyek.  
 
Sehubungan dengan penekanan pada alokasi risiko yang wajar, keberadaan Buku Acuan Alokasi Risiko yang sudah diterbitkan dalam edisi ke-12 ini menjadi sangat 
penting sebagai referensi utama dalam melakukan penyusunan, mengevaluasi dan mengalokasikan risiko untuk keperluan penyediaan penjaminan infrastruktur 
proyek KPBU sesuai amanat regulasi. Acuan ini juga dimaksudkan untuk menjadi referensi utama bagi:  
 

¶ PJPK dalam menyiapkan Dokumen Proyek, Perjanjian KPBU dan Usulan Penjaminan (UP) yang akan dievaluasi PT PII untuk perolehan penjaminan; dan  

¶ Investor dan lembaga pembiayaan dalam mengevaluasi potensi investasi dan pembiayaan untuk proyek-proyek KPBU di Indonesia.  
 
Acuan ini dapat digunakan dalam setiap tahapan KPBU mulai dari perencanaan, penyiapan, transaksi, pemenuhan pembiayaan, konstruksi sampai ke tahap operasi 
komersial proyek. Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam penerapannya, beberapa alokasi risiko dapat berbeda dari penjabaran di dalam acuan ini, mengingat 
adanya kondisi spesifik suatu proyek atau sektor tertentu, atau terkait posisi komersial yang disepakati para pihak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 
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260 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 8 Tahun 2016, bahwa acuan ini akan dilakukan peninjauan secara berkala 
paling kurang sekali dalam jangka waktu 12 bulan, dengan menggalang masukan dari internal PT PII dan pemangku kepentingan salah satunya melalui forum Kantor 
Bersama KPBU (PPP Joint Office). 
 
Di samping itu, sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, kami berharap kiranya buku ini dapat memberi manfaat sebagai salah satu media 
yang efektif bagi para mitra calon PJPK dalam membangun kesadaran untuk mempertimbangkan aspek Environtmental, Social and Governance (ESG), terutama 
unsur green, resilience, inclusiveness dan pengoptimalan teknologi dalam penyiapan proyek. 
 
Kami berterima kasih kepada seluruh pihak; pemegang saham, para pemangku kepentingan, maupun mitra kerja PT PII yang selama ini telah membantu dalam 
mewujudkan, memberikan saran dan masukan dalam penerbitan buku Acuan Alokasi Risiko ini.  
 
Harapan kami buku Acuan Alokasi Risiko ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam mendorong pengembangan 
infrastruktur di Indonesia. 
. 

 
 

 

 

 

Muhammad Wahid Sutopo 

Direktur Utama 
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) 
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RIWAYAT DOKUMEN DAN TABEL REVISI 

 

VERSI EDISI CATATAN 

Maret 2011 Edisi Pertama Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan salah satunya melalui suatu lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 

25-26 Februari 2011 

April 2012 Edisi Kedua Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan salah satunya melalui suatu lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 

14-15 Maret 2012. Penyempurnaan terhadap versi sebelumnya termasuk : 

-  pemutakhiran regulasi KPBU (sebagaimana terbitnya Peraturan Presiden 56/2011) 

-  tambahan diagram yang menggambarkan framework implementasi alokasi risiko proyek KPBU (juga penjaminan) dan 

framework yg berkaitan dengan proses manajemen risiko 

-  pemutakhiran dan penambahan kolom ñKondisi Spesifik terkait Alokasi Risiko) pada matriks risiko  

-  penambahan struktur KPBU (dan matriks risiko terkait): 

o Listrik: BOT minemouth 

o Jalan tol: Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M 

o Pengelolaan Limbah: BOT Pengolahan Air limbah 

April 2013 Edisi Ketiga Berdasarkan masukan yang terkumpul melalui diskusi-diskusi (tatap muka, surat formal, email dan laman), penyempurnaan 

terhadap risiko sebelumnya termasuk: 

-  penambahan  dan penajaman) peristiwa risiko dan strategi mitigasi untuk matriks risiko, antara lain: 

o risiko status lahan (duplikasi kepemilikan tanah) 

o risiko budaya lokal 

o risiko operasional ï kegagalan pengelolaan proyek (oleh Badan Usaha/BU) 

o risiko operasional ï kegagalan pengendalaian dan pemantauan proyek (oleh BU atau oleh PJPK) 
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VERSI EDISI CATATAN 

Maret 2014 Edisi Keempat Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan salah satunya melalui suatu lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 

20-21 Maret 2014. Penyempurnaan terhadap versi sebelumnya termasuk: 

-  pemutakhiran regulasi KPBU (sebagaimana terbitnya Peraturan Presiden 66/2013 dan regulasi Dukungan Kelayakan) 

-  penyempurnaan uraian skema kerjasama untuk sektor Air Minum, Persampahan, Jalan Tol, Perkeretaapian, Pelabuhan 

dan Kebandarudaraan 

-  penambahan (dan penajaman)peristiwa risiko dan strategi mitigasi untuk matriks risiko, antara lain: 

o risiko keterbatasan ruang kerja (untuk proyek yang kebutuhan lokasinya memanjang) 

o risiko budaya lokal Ą risiko sosial dan budaya lokal 

o risiko óhit & runô dan risiko keusangan teknologi: sektor Kebandarudaraan 

o risiko terkait tarif: perlunya regulasi yang mendukung (Perda untuk proyek PJPK daerah) 

o risiko terkait permintaan dan pendapatan: program sosialisasi dan dukungan kelayakan 

o risiko ekspopriasi: agar dikontraskan dengan pengambilalihan dengan kompensasi (nasionalisasi) 

Maret 2015 Edisi Kelima Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan, baik tertulis maupun melalui diskusi, pada periode 2-27 Februari 2015. 

Penyempurnaan terhadap versi sebelumnya termasuk: 

-  Penjelasan preferensi skema KPBU dalam RPJMN 2015-2019, gambaran sektor dan struktur yang mungkin dapat 

dikerjasamakan dengan skema KPBU sesuai dengan regulasi KPBU yang terkini; 

-  Penyesuaian narasi untuk referensi terhadap konteks dihapusnya UU no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 

-  Penambahan/penyesuaian narasi tentang kerjasama sektor kepelabuhanan dan sektor-sektor lainnya; 

-  Penambahan/penyesuaian narasi tentang bagaimana implementasi alokasi risiko KPBU, pada Bagian 3; 

-  Beberapa penyesuaian terhadap konteks spesifik dan typo dalam matriks; dan 

-  Penyesuaian penambahan risiko dalam matriks. 

Maret 2016 Edisi Keenam Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan, baik tertulis maupun melalui diskusi, pada periode 1-28 Maret 2016. 

Penyempurnaan terhadap versi sebelumnya termasuk: 

-  Penjelasan gambaran sektor dan struktur yang mungkin dapat dikerjasamakan dengan skema KPBU sesuai dengan 

regulasi KPBU yang terkini; 

-  Penyempurnaan  gambar struktur proyek KPBU; 

-  Penambahan penjelasan regulasi terkini, khususnya terkait Availability Payment (AP) dan sektor Air Minum; 

-  Penambahan/penyesuaian narasi tentang proses pengelolaan risiko; 

-  Beberapa penyesuaian terhadap konteks spesifik dan typo dalam matriks, seperti pergantian istilah KPS menjadi KPBU; 

-  Penyesuaian kategori risiko dalam matriks; dan 

-  Perampingan penyajian risiko di dalam satu sektor. 
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VERSI EDISI CATATAN 

April 2016 Edisi Ketujuh Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan, baik tertulis maupun melalui diskusi, pada periode 1-29 April 2016. 

Penyempurnaan terhadap versi sebelumnya termasuk: 

-  Penyempurnaan matriks alokasi risiko untuk skema konsesi jalan tol, khususnya terkait dengan risiko pendapatan selama 

masa awal operasi (ramp up period); dan  

-  Penambahan gambar Indikasi Struktur Skema Pembayaran AP KPBU PTN Badan Hukum. 

Maret 2017 Edisi 

Kedelapan 

Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan, baik tertulis maupun melalui diskusi, pada periode 8 Februari -8 Maret 2017. 

Penyempurnaan terhadap versi sebelumnya termasuk: 

-  Penambahan defenisi BOOT; 

-  Penyesuaian pengertian skema KPBU dan lingkup kerja; 

-  Penyempurnaan matriks alokasi risiko, khususnya untuk sektor ketenagalistrikan dan sektor minyak dan gas bumi;   

-  Penambahan struktur dan matrik risiko untuk sektor angkutan umum massal berbasis jalan (Bus Rapid Transit-BRT) dan 

sektor pemasyarakatan (lapas); dan 

-  Penambahan narasi di penjelasan struktur proyek di sektor PLTU Mulut Tambang, Air minum, dan Persampahan. 

-  Penambahan (dan penajaman) peristiwa risiko dan strategi mitigasi untuk matriks risiko 

Maret 2018 Edisi 

Kesembilan 

Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan, baik tertulis maupun melalui diskusi, pada periode 8 Februari - 9 Maret 2018. 

Penyempurnaan terhadap versi sebelumnya termasuk: 

-  Penambahan narasi terkait skema pembayaran dan kontrak O&M proyek KPBU 

-  Pemanfaatan Acuan Alokasi Risiko di dalam setiap tahapan proyek KPBU; 

-  Penambahan struktur proyek dan matriks risiko Proyek KPBU di sektor Kawasan, Sistem Pembayaran Non-Tunai Jalan 

Tol, High Throughput Satellite (HTS), dan BOT Sarana BRT; 

-  Penjelasan struktur proyek dan matriks risiko Bundling Project; 

-  Penyesuaian struktur proyek dan matriks risiko Konservasi Energi; 

-  Penyesuaian matriks risiko terkait lingkungan, finansial, dan operasi; dan 

-  Penyesuaian matriks risiko di sektor Air Minum, dan Minyak dan Gas Bumi. 

 

Maret 2019 Edisi 

Kesepuluh 

Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan, baik tertulis maupun melalui diskusi, pada periode 8 Februari - 13 Maret 

2019. Penyempurnaan terhadap versi sebelumnya termasuk: 

-  Penyesuaian definisi sesuai dengan peraturan KPBU; 

-  Penyesuaian narasi di beberapa sektor proyek KPBU; 

-  Penyempurnaan struktur dan penyesuaian matriks risiko proyek KPBU sektor kesehatan; 

-  Penambahan substansi matrik risiko sektor perkeretaapian, kebandarudaraan, persampahan, dan konservasi energi; dan 

-  Penjelasan singkat struktur dan risiko utama potensi Proyek KPBU tahun 2019 
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VERSI EDISI CATATAN 

April 2020 Edisi 

Kesebelas 

Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan, baik tertulis maupun melalui diskusi, pada periode 8 - 20 Maret 2020. 

Penyempurnaan terhadap versi sebelumnya termasuk: 

-  Penyesuaian narasi di beberapa sektor proyek KPBU; 

-  Penambahan struktur dan matriks risiko proyek bendungan dan jaringan utilitas (fasiltias perkotaan); 

-  Penyempurnaan struktur dan penyesuaian matriks risiko proyek KPBU sektor bandara; 

-  Penambahan substansi matriks risiko sektor air minum untuk skema rehabilitasi, dan sektor jalan tol; dan 

-  Penghapusan risiko status tanah untuk proyek skema O&M. 

April 2021 Edisi 

Keduabelas 

Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan, baik tertulis maupun melalui diskusi, pada periode 1 - 30 Maret 2021. 

Penyempurnaan terhadap versi sebelumnya termasuk: 

-  Penambahan sektor Infrastruktur Bangunan Negara di dalam struktur proyek dan matriks risiko; 

-  Penambahan matriks risiko Proyek KPBU Proving Ground; 

-  Penyesuaian narasi di beberapa sektor proyek KPBU; 

-  Penghapusan risiko relokasi masyarakat terdampak di sektor bendungan karena sudah terakomodir di risiko proses 

pemukiman kembali yang rumit;  

-  Penyempurnaan model bisnis dan struktur proyek KPBU Sistem pembayaran Non-Tunai Jalan Tol; 

-  Penambahan substansi matriks risiko sektor persampahan, pelabuhan, ketenagalistrikan, dan telekomunikasi. 
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BOT 

BU 

Financial Close 

IIGF 

Konsesi Penuh 

KPBU 

PJPK 

Off-taker 

AP 

VGF 

DEFINISI DAN ISTILAH UMUM 

 

Availability Payment (AP) / Pembayaran Layanan Ketersediaan adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga /Kepala 
Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana 
ditentukan dalam perjanjian KPBU 

 

Build Operate Transfer ï suatu kontrak KPBU dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi dan operasi suatu fasilitas 

infrastruktur, termasuk pengalihan kepemilikan setelah kontrak tersebut berakhir dari pihak swasta ke pihak pemerintah. 

 Badan Usaha; Badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD), dan koperasi, yang merupakan mitra PJPK/Government Contracting Agency (GCA) dalam perjanjian KPBU. Juga dikenal sebagai 

Business Entity (BE) 

 Suatu tanggal dimana semua perjanjian dan dokumentasi finansial proyek ditandatangani para pihak, dan prasyarat (conditions precedent) 

untuk penarikan pinjaman telah dipenuhi. 

 Indonesia Infrastructure Guarantee Fund atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ï suatu entitas berbentuk BUMN yang 

berdasarkan regulasi bertanggung jawab dalam penyediaan penjaminan infrastruktur 

 Suatu kontrak KPBU dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi dan operasi suatu fasilitas infrastruktur dan pihak 

pelanggan retail/pengguna akhir (publik) membayar layanan infrastruktur secara langsung kepada pihak BU yang telah diberikan izin 

pengusahaan selama jangka waktu tertentu oleh PJPK. 

 Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha 

dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri 

/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber 

daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. KPBU dikenal juga sebagai Public-Private Partnership (PPP). 

 Pembeli layanan infrastruktur dalam suatu perjanjian KPBU (biasanya berupa suatu perusahaan utilitas sektor publik) 

 Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha 

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Dikenal juga sebagai Contracting Agency (CA) atau Public Authority (PA) atau Implementing Agency (IA). 

 

 Viability Gap Fund (VGF) / Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang 

diberikan terhadap Proyek KPBU dalam bentuk dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. 
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PRAKARSA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN IMPLEMENTASI KPBU 

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur, termasuk keterbatasan anggaran pemerintah. Ratusan triliun rupiah diharapkan akan 

datang dari sektor swasta dalam beberapa tahun ke depan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Terkait kebutuhan ini, pemerintah Indonesia telah 

menyediakan kerangka peraturan dan kelembagaan untuk menarik minat sektor swasta dalam berpartisipasi di proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPBU. 

Mengutip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, skema KPBU diharapkan menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan yang 

bersifat pemulihan pembiayaan (cost-recovery) khususnya di daerah-daerah dimana daya beli masyarakat sudah mampu untuk melaksanakan prinsip pengguna 

membayar (user pay principle) seperti di kawasan perkotaan. Pendanaan publik akan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan di daerah-daerah yang 

masyarakatnya berpenghasilan rendah, daerah prioritas percepatan pembangunan dan pada layanan yang bersifat sosial atau non-cost recovery. Kebijakan 

pendanaan juga akan diarahkan untuk membuka peluang adanya kombinasi pembiayaan (hybrid financing) yang menggabungkan potensi pendanaan dari sektor 

publik, swasta maupun masyarakat. Kombinasi pembiayaan tersebut akan dilakukan dalam berbagai skema pembiayaan kreatif (innovative financing scheme) dalam 

upaya mempercepat pembangunan di berbagai bidang. 

Dalam konteks pemberian dukungan fiskal untuk proyek infrastruktur tersebut, pada bulan Desember 2009 Pemerintah telah mendirikan PT. Penjaminan Infrastruktur 

Indonesia (Persero) (PT PII), atau Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), sebuah Badan Usaha Milik Negara/BUMN yang diberi tugas menyediakan 

penjaminan bagi pihak swasta akibat risiko tidak dipenuhinya kewajiban finansial pihak pemerintah/PJPK dalam kontrak KPBU yang dipicu pelanggaran kontrak 

serta perubahan peraturan dan perundangan. PT PII dan penjaminan infrastruktur ditujukan untuk membawa kenyamanan investasi bagi badan usaha dan pemberi 

pinjaman, sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek KPBU di Indonesia. 

  

1 KERANGKA REGULASI PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA 

Dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit (creditworthiness) proyek sebagai upaya mendorong partisipasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur, 

Jaminan Pemerintah dapat diberikan kepada proyek infrastruktur yang dilaksanakan berdasarkan skema KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 

No.38 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastrutur (ñRegulasi KPBUò). Sebagaimana diatur dalam peraturan 

tersebut, pemberian jaminan pemerintah dapat diberikan oleh Menteri Keuangan melalui BUMN yang didirikan oleh Pemerintah untuk melaksanakan penjaminan 

infrastruktur (Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur/BUPI). Berdasarkan PP No.35/2009, PT PII didirikan sebagai BUPI melalui penanaman modal negara dengan 

tujuan menyediakan penjaminan infrastruktur.  

Pemberian penjaminan infrastruktur melalui PT PII diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden No.78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (ñPerpres 78/2010ò), dan Peraturan Menteri Keuangan 

No.260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (ñPMK 260/2010ò). 

Dalam buku ini, kedua regulasi tersebut kemudian disebut sebagai ñRegulasi Penjaminan Infrastrukturò. Selanjutnya, Pemerintah melalui Peraturan Menteri 

Keuangan No.223/PMK.011/2012 telah menerbitkan regulasi tentang penyediaan dukungan kelayakan (viability gap fund) sebagai salah satu bentuk dukungan 

pemerintah terhadap proyek yang memiliki kelayakan ekonomi yang baik namun kelayakan finansialnya terbatas. Terakhir, sebagai payung hukum pelaksanaan 

skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment / AP) untuk Proyek KPBU, Pemerintah mengeluarkan PMK No. 190/PMK.08/2015 tentang 

pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sebagai acuan bagi 

Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah 

Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah.  

v
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PMK 260/2010 pasal 11 mengamanatkan diterbitkannya suatu acuan mengenai kategori dan distribusi risiko infrastruktur antara sektor publik dan swasta (ñAcuan 

Alokasi Risikoò atau singkatnya ñAcuanò) sebagai rujukan utama bagi PJPK dalam membuat Perjanjian KPBU, mengajukan Usulan Penjaminan (ñUPò) untuk Proyek 

KPBU kepada PT PII, serta rujukan bagi Badan Usaha (ñBUò) untuk ikut menanamkan modal dan perbankan untuk mendanai proyek KPBU. Perlu dicatat bahwa 

dalam penerapannya, beberapa alokasi risiko dapat berbeda dari penjabaran di dalam acuan ini, mengingat adanya kondisi spesifik suatu proyek atau sektor tertentu, 

praktek yang berlaku umum, konteks regulasi di masing-masing sektor atau terkait posisi komersial yang disepakati para pihak. 

Acuan Alokasi Risiko ini disusun melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan utama (key stakeholders) antara lain Kementerian Keuangan, 

Bappenas, BKPM, PJPK terkait (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah), investor/pengembang, perbankan, lembaga bilateral, lembaga multilateral, dan 

pihak-pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang Risiko Infrastruktur. Acuan ini bersama Acuan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur (Guarantee Provision 

Guideline) merupakan bagian dari rangkaian publikasi oleh PT PII dan juga menjadi referensi utama bagi PT PII dalam penyediaan penjaminan infrastruktur untuk 

proyek KPBU di Indonesia. 

 

2 STRUKTUR PROYEK KPBU DI INDONESIA 

Identifikasi risiko-risiko infrastruktur dalam Acuan ini mengacu kepada struktur KPBU yang dapat berlaku menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Dengan demikian, selain dari struktur KPBU secara umum yang dapat berlaku lintas sektor, diidentifikasi pula secara spesifik sektor-sektor KPBU yang termasuk 

dalam Acuan ini yaitu: 

1. Sumber Daya Air dan Air Minum  

2. Persampahan dan Limbah 

3. Ketenagalistrikan  

4. Konservasi Energi  

5. Jalan  

6. Minyak dan Gas Bumi 

7. Kereta Api 

8. Bandara   

9. Pelabuhan 

10. Telekomunikasi  

11. Fasilitas Perkotaan 

12. Perumahan Rakyat 

13. Kesehatan  

14. Pendidikan  

15. Olahraga  

16. Pariwisata 

17. Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan 

18. Pemasyarakatan 

19. Kawasan 

20. Infrastruktur Bangunan Negara 

Penambahan identifikasi juga dilakukan untuk Proyek Gabungan (Bundling Project) yaitu proyek gabungan 2 jenis infrastruktur. 

 

2.1 Struktur Proyek KPBU secara Umum 

Berdasarkan Regulasi KPBU, mengacu pada regulasi sektor terkait, PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dan dalam hal peraturan 

perundang-undangan penyediaan infrastruktur publik diselenggarakan atau dilaksanakan oleh BUMN/BUMD, maka PJPK proyek sektor tersebut adalah Direksi 

BUMN/BUMD. PJPK beserta institusi publik yang mempengaruhi KPBU merupakan pemangku kepentingan dari sisi Pemerintah. Dalam Acuan ini, struktur 

yang disajikan merupakan bentuk generik yang hanya merupakan referensi dan tidak bersifat kaku, dengan mempertimbangkan dinamika peraturan perundang-

undangan, serta situasi dan kondisi spesifik dalam proyek yang ditinjau. 

Selanjutnya, elemen pemangku kepentingan dari sektor swasta secara umum dibagi atas Badan Usaha (BU), pendukung aspek konstruksi dan operasi, dan 

pendukung aspek pembiayaan. BU merupakan Badan Usaha Pelaksana yaitu pihak yang melakukan kontrak KPBU dan bertanggung jawab atas infrastruktur 

dan layanan yang diberikan sesuai dengan spesifikasi keluaran yang termaktub di dalam kontrak. Pendukung aspek konstruksi dan operasi, terdiri atas 

konsultan desain, kontraktor, dan operator. Fungsi konsultan desain dan kontraktor dapat disatukan dengan memilih Perusahaan Rekayasa, Pengadaan, dan 

Konstruksi (Engineering, Procurement, Construction ï EPC). Pihak pendukung aspek konstruksi dan operasi melakukan perikatan kontrak kerjasama dengan 

BU yang bertujuan agar infrastruktur yang tersedia dan layanan yang diberikan sesuai kontrak KPBU. Pendukung aspek pembiayaan terdiri atas Sponsor 
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Proyek dan Pemberi Pinjaman (Lenders). Sponsor Proyek adalah perorangan/perusahaan tunggal/konsorsium perusahaan/koperasi  yang memberikan 

pemodalan di BU sesuai dengan persyaratan kontrak KPBU, atau disebut juga investor. Umumnya, pembiayaan proyek tidak akan sepenuhnya bersumber dari 

modal, tetapi terdapat juga pembiayaan dari Lenders. Lenders merupakan institusi keuangan atau perbankan baik tunggal maupun sindikasi yang memberikan 

pinjaman untuk pembiayaan proyek. BU melakukan perjanjian pinjaman dengan Lenders yang bertujuan agar pembiayaan proyek dapat terpenuhi dan BU 

dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan proyek (financial close) merupakan faktor 

kunci untuk awal dan keberlanjutan suatu proyek. Oleh karena itu, financial close menjadi salah satu indikator yang harus dipenuhi di dalam Conditions 

Precedent (CP) sebelum dimulainya kontrak secara efektif. Pemerintah juga dapat memberikan berbagai bentuk dukungan diantaranya dukungan kelayakan 

(Viability Gap Funding ï VGF), insentif perpajakan, dukungan pembangunan sebagian konstruksi, dan bentuk-bentuk lainnya. Selain itu, jaminan pemerintah 

juga diberikan bagi proyek-proyek yang membutuhkan melalui PT PII. 

Berdasarkan Perpres 38/2015, pengembalian investasi BU dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (user payment), pembayaran 

ketersediaan layanan (Availability Payment / AP), dan/atau bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada Proyek 

KPBU dengan skema pembayaran AP, BU hanya boleh menerima pembayaran AP saja, tidak boleh dari sumber lain. Pendapatan dari sumber lain menjadi 

milik atau harus disetorkan kepada PJPK. Adapun untuk skema pembayaran user pay atau bentuk lain, BU dapat menerima salah satu atau gabungan kedua 

skema pembayaran sesuai dengan lingkup tugas di dalam Proyek KPBU. 

Untuk keperluan penyusunan acuan ini, struktur KPBU diklasifikasikan berdasarkan sifat dari pelayanan dan pembagian risiko yang termuat dalam kontrak 

KPBU. Modalitas yang merupakan struktur proyek KPBU dasar adalah struktur berbasis-penggunaan layanan infrastruktur (Usage-based PPP) dan struktur 

berbasis-ketersediaan layanan infrastruktur (Availability-based PPP), dimana aplikasinya berdasarkan suatu kajian opsi skema kerjasama untuk merumuskan 

suatu business case terhadap lingkup proyek. 

2.1.1 Struktur berbasis-penggunaan layanan infrastruktur (Usage-based PPP) 

Dalam struktur ini, lingkup penyediaan infrastruktur yang dikerjasamakan 

meliputi seluruh peran atau pekerjaan yang sebelumnya menjadi tanggung 

jawab sektor publik. Sebagaimana terlihat dalam diagram di bawah ini, BU 

secara langsung menyediakan layanan infrastruktur kepada pelanggan 

retail/pengguna akhir, dimana pemerintah lebih berperan sebagai regulator.  

Struktur ini kerap disebut juga sebagai model Konsesi Penuh (di Indonesia 

dikenal luas sebagai model ñKonsesiò) dan umumnya digunakan di sektor jalan 

tol, sektor transportasi (misal kereta api, pelabuhan) dan sektor utilitas (misal air 

limbah). Seperti terlihat dalam gambar di samping, PJPK secara kontraktual 

sepakat untuk memberikan suatu hak pengusahaan/konsesi atas penyediaan 

layanan infrastruktur secara keseluruhan selama periode kontrak yang 

disepakati. Dalam sektor tertentu dimana pengusahaan sepenuhnya oleh 

swasta masih dianggap sensitif (misalnya: air minum), implementasi skema ini 

perlu dicermati lebih seksama terutama dalam penyusunan perjanjian kerjasama Gambar 1. Struktur berbasis-penggunaan (Usage-based PPP atau wholesale infrastructure) 
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termasuk cakupan pengusahaan suatu wilayah tertentu yang belum dijangkau layanan eksisting oleh entitas sektor publik. 

2.1.2 Struktur berbasis-ketersediaan layanan infrastruktur (Availability-based PPP) 

Dalam struktur ini, lingkup penyediaan infrastruktur yang dikerjasamakan hanya meliputi sebagian dari seluruh peran atau pekerjaan yang sebelumnya menjadi 

tanggung jawab sektor publik. Kebanyakan dari layanan jenis ini mencakup sebagian dari proses bisnis pelayanan infrastruktur tersebut. Jenis penyediaan 

pelayanan tersebut dapat berupa penyediaan unit pembangkit/pemroses (ófasilitasô), penyediaan transmisi bahan baku untuk fasilitas, konstruksi dan operasi 

dari fasilitas pendukung layanan utama (seperti di sektor pendidikan dan kesehatan), atau distribusi output fasilitas menuju jaringan utama ke pelanggan.  

Seperti terlihat pada diagram, BU menerima pembayaran berkala dari 

PJPK selama periode kontrak atas ketersediaan fasilitas dan layanan 

infrastruktur. Komponen pembayaran berkala ini meliputi pengembalian 

investasi (CAPEX), biaya operasional dan pemeliharaan (OPEX), dan 

Return on Investment (ROI). Adapun pengguna jasa membayar jasa 

layanan kepada Pemerintah dan dapat juga melalui unit kerja yang 

pengelolaannya menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (PPK BLU). 

Skema kontraktual tipe ini diterapkan pada bentuk Build Operate Transfer 

(BOT) atau bentuk lain yang diperbolehkan secara peraturan perundang-

undangan selama status kepemilikan aset di akhir masa konsesi menjadi 

milik pemerintah. Dalam skema tersebut, BU biasanya bertanggung jawab 

atas desain, konstruksi, pembiayaan, dan operasional dan pemeliharaan 

(O&M) dari fasilitas yang keluarannya digunakan/dibeli oleh PJPK.  

Untuk proyek KPBU di tingkat provinsi/kabupaten/kota, PJPK 

(Gubernur/Bupati/Walikota) memerlukan persetujuan DPRD sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah atas kemampuan daerah dalam 

melaksanakan kewajiban Pemda kepada pihak ketiga yang membebani anggaran daerah. Dalam perolehan persetujuan tersebut, PJPK turut meminta 

dukungan pertimbangan dari Kemendagri dan juga Gubernur, apabila pelaksanaan KPBU di tingkat kabupaten/kota. 

2.1.3 Struktur berbasis kontrak operasi dan pemeliharaan (O&M contract) 

Sebagai tambahan terhadap 2 (dua) struktur dasar proyek KPBU, mengacu juga ke regulasi KPBU dan terkait potensi implementasi khususnya di sektor 

transportasi, kontrak Operasi dan Pemeliharaan (O&M contract) juga akan didiskusikan lebih jauh dalam acuan ini. Mengingat skema ini tidak mencakup 

pelaksanaan dan pembiayaan konstruksi fasilitas, kontrak O&M dapat mengacu pada suatu kontrak dimana BU adalah pihak yang diberikan hak untuk 

mengelola (dalam kasus tertentu: menyewa) fasilitas dengan tanggung jawab untuk pengoperasian, pemeliharaan dan peremajaan tertentu dari fasilitas 

infrastruktur tersebut.  

Gambar 2. Struktur berbasis-ketersediaan (Availability-based PPP atau retail 
infrastructure) 
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Selama kontrak berlangsung, BU berkewajiban yang menyediakan  layanan infrastruktur, namun kepemilikan dari fasilitas tersebut berada pada sektor publik 

sebagai pihak yang melakukan investasi modal (capital investment). Di negara lain, Kontrak O&M dapat berbentuk sebagai affermage contract dan lease 

contract. Persamaan keduanya adalah pemerintah melakukan investasi atas aset layanan, akan tetapi alokasi risiko pengumpulan tarif yang juga berdampak 

kepada pembayaran biaya sewa aset menentukan jenis kontrak yang diterapkan, yaitu affermage contract (risiko pemerintah dan biaya sewa tergantung tingkat 

keberhasilan pengumpulan tarif) dan lease contract (risiko BU dan biaya sewa fix, tidak tergantung tingkat keberhasilan pengumpulan tarif). Berikut ini ringkasan 

fitur-fitur struktur KPBU dasar yang dibahas di atas. 

Tabel 1. Fitur-fitur dari Opsi Struktur KPBU 

Lingkup Availability-based  Usage-based  O&M 

Kepemilikan aset selama kontrak Swasta Swasta (kec. Build Transfer Operate) Pemerintah 

Investasi/Pendanaan  Swasta  Swasta  Pemerintah 

Konstruksi Swasta (+Pemerintah, jika 

proyek daerah) 

Swasta (+Pemerintah) Pemerintah 

Operasi & Pemeliharaan Swasta Swasta Swasta 

Pelayanan dan pengutipan tarif pelanggan 

retail/pengguna akhir 

Swasta/Pemerintah 

(tergantung lingkup proyek) 

Swasta Swasta/Pemerintah 

(tergantung lingkup proyek) 

Horison Waktu (tipikal; sesuai sektor) <20 tahun 20-50 tahun 5-15 tahun 

Pelanggan  Pembeli tunggal/PJPK Pelanggan ritel/Pengguna Akhir Pembeli tunggal/PJPK atau Pelanggan 

ritel/Pengguna Akhir 

Sumber Arus Kas  Pembayaran oleh PJPK Pembayaran dari pelanggan  Persentase pendapatan dari tarif 

 

2.2 Struktur KPBU pada masing-masing Sektor Infrastruktur 

2.2.1 Struktur KPBU Sektor Sumber Daya Air dan Air Minum 

Struktur KPBU di sektor sumber daya air dan air minum mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku terkait sistem penyediaan 

air minum serta Regulasi KPBU. Merujuk kepada PP No. 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, pengusahaan sumber 

daya air termasuk penyediaan prasarana Sumber Daya Air (misal bendung dan bendungan) untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber 

Daya Air guna mendukung berbagai jenis kegiatan usaha. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, 

dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan 

menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Selanjutnya, PP No. 37 tahun 2010 tentang 

Bendungan menyatakan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai Pemilik Bendungan menunjuk Pengelola Bendungan yang 

berbentuk unit pelayanan teknis/daerah atau BUMN/D. Dalam hal Pemilik Bendungan adalah Badan Usaha, Badan Usaha menunjuk Pengelola 

Bendungan dan unit pengelola bendungan. Dalam skema KPBU, Pemilik Bendungan selama masa kerjasama adalah Badan Usaha, sehingga tanggung 

jawab sebagai Pemiliki Bendungan melekat kepada Badan Usaha.   
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Terkait pengelolaan air minum, merujuk kepada PP No. 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, BUMN/BUMD (PDAM atau PDAB) di 

bidang air minum merupakan PJPK pengembangan SPAM. Dalam hal kemampuan pembiayaan BUMN/BUMD untuk memenuhi kebutuhan 

Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar daerah pelayanannya belum memadai, BUMN/BUMD dapat melakukan 

kerjasama dengan BU berdasarkan prinsip yang meliputi: Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN/BUMD dan Penyelenggaraan SPAM yang 

dilakukan mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. Kerjasama dengan BU hanya dapat dilakukan dalam bentuk: 

1. investasi  Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit air baku dan unit produksi; 

2. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN/BUMD yang bersangkutan; dan/atau 

3. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan 

mekanisme kontrak berbasis kinerja. 

Sejalan dengan regulasi dan implementasi proyek saat ini, struktur KPBU yang dapat diterapkan hanya berupa struktur berbasis ketersediaan dengan skema 

BOT. Dalam hal kemampuan finansial PDAM belum memadai dan untuk memberikan kenyamanan investasi bagi BU, Kepala Daerah dapat dilibatkan di dalam 

perjanjian KPBU sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan struktur Proyek KPBU SPAM saat ini, keterlibatan Kepala Daerah/Pemerintah Daerah dapat 

berupa pemberian dukungan finansial/non-finansial kepada PDAM sebagai PJPK Proyek KPBU SPAM. Pemberian dukungan finansial/non-finansial ini dapat 

dinyatakan di dalam surat Kepala Daerah.  

2.2.1.1. BOT Bendungan 

Pihak swasta dapat melakukan investasi dengan membangun, mengoperasikan dan memelihara bendungan. Berdasarkan perjanjian kerjasama, BU 

akan mendapatkan pembayaran berupa Availability Payment.  

 Gambar 3 merupakan bentuk generik skema BOT Bendungan 

dengan Menteri / Kepala Daerah selaku PJPK. Dalam hal ini, BU 

disyaratkan di dalam kontrak untuk membangun, mengoperasikan, 

dan memelihara bendungan sesuai tingkat layanan yang diinginkan 

PJPK.  

Hal penting lainnya, salah satu kunci sukses transaksi proyek adalah 

data dan informasi yang handal dan akurat, khususnya mengenai 

topografi, kondisi geologi, hidrologi, hidroorologi, tutupan vegetasi, 

erositivitas, kependudukan, sosial, ekonomi, dan budaya, harus 

disediakan oleh Pemerintah. Selain itu, mengingat risiko pengelolaan 

bendungan ini cukup tinggi, khususnya bendungan air (risiko 

pengisian awal), komitmen kebijakan tata ruang di hulu menjadi 

sangat penting. 

 

 
Gambar 3. Struktur BOT Bendungan 
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2.2.1.2. BOT dan/atau ROT Air Minum 

Pihak swasta dapat melakukan investasi pada salah satu atau kombinasi dari membangun dan/atau merehabilitasi, mengoperasikan dan memelihara 

unit air baku dan unit produksi, membangun unit distribusi, dan/atau mengadakan, mengoperasikan dan memelihara sistem teknologi operasi dan 

pemeliharaan, tetapi tidak menanggung risiko permintaan atau tugas penagihan biaya ke pelanggan. Berdasarkan perjanjian kerjasama, BU akan 

mendapatkan pembayaran dari PJPK atas air curah (yang telah diolah) yang disalurkan kepada PJPK. Pembayaran tersebut berupa tarif ñTake and 

Payò atau ñTake or Payò.  

Gambar 3 merupakan bentuk generik skema BOT dan/atau ROT Air 

Minum dengan PDAM/PDAB selaku PJPK. Dalam hal ini, BU 

disyaratkan di dalam kontrak untuk dapat menyediakan pelayanan 

sejumlah kuantitas tertentu, dengan kualitas pelayanan yang 

dipersyaratkan, dan kontinuitas yang terjamin selama masa operasi. 

Pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota merupakan tanggung 

jawab Pemerintah Provinsi, seperti Proyek SPAM Regional Umbulan.  

Modifikasi skema BOT dapat juga dalam bentuk penggabungan 

dengan skema ROT (Rehabilitate-Operate-Transfer) atas fasilitas yang 

ada. Proyek KPBU SPAM Pekanbaru menggunakan skema ROT dan 

BOT+, karena juga terdapat lingkup bangun serah jaringan distribusi. 

Hal penting lainnya, kunci sukses transaksi proyek adalah pihak 

swasta (terutama lender) perlu diyakinkan bahwa PJPK memiliki 

kelayakan kredit yang baik untuk melakukan pembayaran tarif layanan 

secara periodik selama masa kontrak.  

 

2.2.2 Struktur KPBU Sektor Persampahan dan Limbah 

Dalam sektor pengelolaan limbah struktur proyek dapat menggunakan struktur KPBU berbasis ketersediaan (AP) dengan skema BOT. Adapun untuk sektor 

pengelolaan persampahan dapat menggunakan struktur KPBU berbasis penggunaan ataupun ketersediaan dengan skema BOT. Mengacu pada regulasi, pihak 

yang dapat menjadi PJPK dalam sektor ini adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (misal pemerintah kabupaten, kota atau provinsi) tergantung dari 

lingkup proyek yang dikerjasamakan.  

 

Gambar 4. Struktur BOT dan/atau ROT Air Minum 
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2.2.2.1. BOT Persampahan 

Mengacu pada Regulasi KPBU saat ini, salah satu ruang lingkup yang dapat dikerjasamakan adalah pengolahan sampah sisi 

hilir, yaitu pembangunan dan pengelolaan fasilitas pengolahan sampah di Tempat Pengelolaan Akhir (TPA). Selain diperbolehkan 

secara regulasi, lingkup kerjasama pengelolaan sampah di sisi hulu (pengangkutan sampah) atau hilir (pengelolaan akhir) cukup 

diminati investor.  

 

 
 

 

 

Pemerintah Daerah selaku PJPK (umumnya selaku penyedia sampah dan pengumpul pembayaran dari pelanggan domestik dan non-domestik) 

memberikan pembayaran atas pelayanan yang diberikan BU baik dalam pengangkutan maupun di TPA berupa tipping fee atau bea gerbang. 

Tergantung jenis teknologi yang diterapkan, output dari proses yang dilakukan oleh BU dapat dimanfaatkan atau dijual untuk mengahasilkan pendapatan 

tambahan kepada BU  

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur BOT/BOOT Pengelolaan Sampah  
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2.2.2.2. BOT Pengelolaan Air Limbah (Terpusat atau Setempat) 

 Sebagaimana sektor persampahan, 

proyek pengelolaan air limbah dapat 

dilaksanakan dengan struktur BOT. Dalam 

hal ini BU hanya bertanggung jawab dalam 

pembangunan, pengoperasian dan 

pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL), sedangkan pembangunan, 

pengoperasian dan pemeliharaan jaringan perpipaan utama 

maupun pengumpul, hingga penagihan ke pelanggan retail 

biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah Akan tetapi lingkup 

ini dapat berubah tergantung dari karakter konsumen yang 

dilayani (residensial/industri). 

Pemerintah Daerah selaku PJPK memberikan pembayaran atas 

pelayanan yang diberikan fasilitas BU. Pada akhir masa kontrak 

BOT, kepemilikan dari infrastruktur dialihkan kepada PJPK.  

Berbeda dengan pengolahan sampah, keluaran dari pengolahan air limbah masih berupa air dan lumpur (sludge). Pemanfaatan hasil pengolahan air 

limbah hanya dapat digunakan untuk lingkungan sekitar, belum menjadi komoditas yang dapat menambah pendapatan.  

  

 

2.2.3 Struktur KPBU Sektor Ketenagalistrikan 

Di sektor listrik, KPBU telah diterapkan hanya 

untuk lingkup pembangkitan tenaga listrik dan 

tidak termasuk penyediaan layanan infrastruktur 

lainnya (seperti transmisi, distribusi, dan 

penagihan tarif). Proyek KPBU di Indonesia 

menggunakan skema BOT dimana kepemilikan 

aset pembangkit ditransfer ke sektor publik (PLN) 

setelah berakhirnya kontrak KPBU. Skema AP 

dimungkinkan dan perlu pengkajian lebih lanjut, khususnya untuk 

infrastruktur listrik off-grid (di luar jaringan).  

 

Gambar 6. Struktur BOT Pengelolaan Air Limbah 

Gambar 7. Struktur BOT Ketenagalistrikan 
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2.2.3.1. BOT Ketenagalistrikan 

Secara kontraktual, BU bertanggung jawab atas desain, konstruksi, pembiayaan serta operasi dan pemeliharaan dari fasilitas pembangkit tenaga listrik 

(pembangkit), kemudian mengalihkan kepemilikan aset kepada pemerintah di akhir masa konsesi. Tenaga listrik yang dihasilkan kemudian dijual oleh 

BU kepada PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang ketenagalistrikan dan juga sebagai PJPK melalui sebuah perjanjian pembelian 

listrik (Power Purchase Agreement / ñPPAò). 

PLN sebagai pembeli tunggal listrik (single off-taker) akan membayar listrik dari BU secara berkala dengan dasar pembayaran ambil-atau-bayar (take-

or-pay) selama masa PPA. Sehingga, risiko pemenuhan kewajiban finansial PLN selalu menjadi risiko utamanya. Proyek PLTU Batang merupakan 

contoh KPBU Ketenagalistrikan yang saat ini sudah dioperasikan. 

 

2.2.3.2. BOT Mulut Tambang 

Proyek pembangkit listrik mulut tambang adalah proyek PLTU 

(Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Batubara) dengan fitur 

berikut: 

-  Dibangun dengan alasan utama untuk meminimalkan 

risiko ketidakpastian suplai dan risiko kenaikan harga 

batubara; 

-  Komponen biaya transportasi batubara yang relatif rendah 

karena lokasi tambang batubara dekat dengan 

pembangkit; 

-  Kualitas batubara yang dipasok relatif rendah sehingga 

dibutuhkan fasilitas/teknologi yang dapat meningkatkan 

kualitas batubara tersebut yang mengakibatkan biaya 

kontruksi pembangkit yang relatif tinggi dibandingkan 

dengan PLTU lainnya; dan 

-  Lokasi pembangkit relatif terpencil dari jalur transmisi 

utama sehingga membutuhkan biaya untuk fasilitas 

transmisi tambahan. 

Sebagai suatu proyek KPBU, variasi terhadap skema alokasi risiko dalam pembangkit mulut tambang ini tidak hanya tergantung dari struktur KPBU 

yang dipilih. Faktor kepemilikan tambang batubara, penentuan lokasi tambang dan pembangkit sangat menentukan bagaimana risiko dialokasikan pada 

proyek jenis ini. Sebagai ilustrasi dalam menyusun matriks risiko, opsi struktur proyek yang dipilih adalah jenis kontrak BOT (karena pertimbangan 

teknologi yang relatif tinggi) dan dimana lokasi tambang pemasok batu bara pembangkit swasta ditentukan oleh (dan kemudian dimiliki oleh) PLN yang 

juga sebagai PJPK. 

Gambar 8. Struktur BOT Mulut Tambang 
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Seperti terlihat dari struktur di atas, lingkup pekerjaan yang dikerjasamakan tidak berbeda dengan tipikal skema BOT yaitu pekerjaan detail desain, 

konstruksi, operasi dan pemeliharaan fasilitas pembangkit dalam rangka penyediaan listrik untuk kemudian dibeli secara berkala dan didistribusikan 

oleh PLN ke pelanggan. Perbedaan utamanya adalah pada profil risiko bagi para pihak, terutama risiko ketidakpastian suplai dan kenaikan harga 

batubara (selain risiko dalam akuisisi dan pengoperasian tambang bagi PLN dalam opsi ini). Selain itu, risiko konektivitas jaringan transmisi juga perlu 

diperhatikan. Mitigasi dilakukan dengan adanya kejelasan mengenai pihak yang akan menanggung biaya dan risiko terkait pengembangan jaringan 

transmisi tambahan yang akan terhubung dengan jaringan transmisi utama, sebaiknya tercantum di dalam kontrak antara PLN dan IPP.   

 

2.2.4 Struktur KPBU Sektor Konservasi Energi 

Di sektor konservasi energi, keluaran proyek 

KPBU adalah terjadinya efisiensi pemakaian 

energi. Proyek efisiensi energi antara lain dapat 

berupa efisiensi listrik PJU dengan 

menggunakan lampu LED dan/atau pemakaian 

tenaga surya, atau efisiensi energi suatu 

gedung. Umumnya, BU melakukan investasi 

untuk menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan 

layanan infrastruktur selama periode tertentu. Mempertimbangkan 

aspek regulasi yang ada, skema Availability Payment (AP) menjadi 

pilihan skema KPBU di sektor ini. Dalam melakukan strukturisasi 

Proyek KPBU pada Sektor Konservasi Energi harus mendapatkan 

persetujuan tertulis dari DPR/DPRD terkait dengan Pernbayaran 

Ketersediaan Layanan Avaitabiiity Payment (AP), mengingat pada 

masa operasi dan pemeliharan, PJPK akan menganggarkan 

pembayaran AP dalam APBN/APBD setiap tahunnya.  

2.2.4.1. AP Konservasi Energi - Penerangan Jalan Umum (PJU) 

Skema ini diterapkan untuk KPBU Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan mempertimbangkan bahwa pelayanan PJU bukan user charge, meskipun 

masyarakat membayar pajak PJU yang dikutip oleh PLN, tetapi ketersediaan layanan. Pajak PJU yang dikutip merupakan retribusi yang tidak bisa 

menjadi pendapatan bagi BU. Oleh karena itu, skema AP dapat menjadi pilihan. PJPK Proyek sangat tergantung dari status jalan dan aset yang berada 

di jalan tersebut, sehingga perlu dikaji aspek hukum terlebih dahulu. 

 

 

 

Gambar 9. Struktur AP Penerangan Jalan Umum atau Efisiensi Energi 
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2.2.5 Struktur KPBU Sektor Jalan 

KPBU dapat dilakukan untuk sektor jalan tol, seperti yang sudah berlangsung selama ini, dan juga untuk sektor jalan non-tol. Pada sektor 

jalan tol, selama ini KPBU dilakukan melalui skema berbasis penggunaan. PJPK dalam sektor jalan tol adalah Badan Pengatur Jalan Tol 

(BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atas nama Menteri. Adapun untuk sektor jalan non-tol, skema KPBU 

berupa skema berbasis ketersediaan layanan infrastruktur. PJPK dalam sektor jalan non-tol merujuk kepada kelas jalan (jalan nasional, 

jalan provinsi, jalan kabupaten/kota).  

Pada sektor jalan tol juga dikenal dengan skema Supporting BOT (SBOT), yaitu untuk proyek jalan tol skema BOT yang mendapatkan 

dukungan pemerintah dalam bentuk dukungan konstruksi atau pembangunan ruas tertentu dari jalan tol tersebut. Skema ini juga disebut skema Kombinasi 

Konsesi Penuh dan O&M (Hybrid). 

 

2.2.5.1. BOT Jalan Tol 

Pada struktur ini, pengguna membayar atas pelayanan jalan 

tol kepada BU selaku pemegang (hak) Konsesi Penuh yang 

bertanggung jawab untuk melakukan desain, konstruksi, 

operasi dan pemeliharaan fasilitas hingga akhir masa kontrak. 

Konsesi biasanya diberikan kepada BU dengan struktur BOT. 

Risiko permintaan dan risiko terkait tarif adalah risiko yang 

menjadi fokus perhatian BU. Untuk ruas jalan baru dimana 

volume pengguna kendaraan masih terbatas dan tidak pasti, 

pihak BU biasanya memerlukan dukungan fiskal terhadap 

risiko permintaan, baik langsung maupun tidak langsung.  

 

 

 

  

Gambar 10. Struktur Konsesi Penuh Jalan Tol 
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2.2.5.2. O&M Jalan Tol 

Dalam skema ini, lingkup KPBU adalah pengoperasian dan 

pemeliharaan fasilitas yang telah tersedia. Oleh karena itu, 

pekerjaan desain, konstruksi dan pembiayaan fasilitas jalan tol 

tersebut tidak menjadi lingkup pekerjaan BU. Struktur ini dapat 

dipilih pada kasus: 

Á suatu ruas jalan tol tidak mampu mencapai kelayakan 

secara komersial jika biaya investasi termasuk ke dalam 

lingkup KPBU yang ditawarkan; atau  

Á telah beralihnya infrastruktur jalan tol kepada pemerintah 

setelah berakhirnya masa konsesi.  

BU selaku operator (dalam kontrak jenis ini) akan memelihara 

fasilitas dan menerima pembayaran atas layanan jalan tol 

sesuai tarif dari pengguna atas nama pemerintah (sebagai 

pemilik jalan tol). Dalam praktiknya, BU dapat membayar suatu 

concession fee kepada PJPK dan sisa perolehan pembayaran 

tarif yang sudah diterima menjadi pendapatan BU, atau skema 

berbagi pendapatan antara Pemerintah dan BU sesuai dengan 

kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak.  

2.2.5.3. SBOT (Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M ï Hybrid) 

Struktur kombinasi ini, juga dikenal dengan skema hybrid, dapat 

diaplikasikan sebagai suatu solusi terhadap suatu jaringan jalan tol 

yang terdiri dari ruas yang dibangun dan dibiayai dari berbagai 

sumber pendanaan. Dalam skema ini, lingkup pekerjaan yang 

dikerjasamakan dibedakan berdasarkan ruas, namun menjadi 

lingkup kontrak untuk seluruh jaringan. Dengan demikian profil 

risiko para pihak akan sangat berbeda tergantung ruas mana yang 

menjadi perhatian. Pada skema ini, selain risiko pendapatan dan 

risiko terkait tarif, risiko interface juga termasuk yang perlu 

diperhatikan oleh BU. Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-

Dawuan (Cisumdawu), Balikpapan-Samarinda, dan Manado-

Bitung merupakan jenis proyek yang menerapkan skema ini. 

 

Gambar 11. Struktur O&M Jalan Tol 

Gambar 12. Struktur Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M Jalan Tol 
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2.2.5.4. Availability Payment (AP) Jalan Tol dan Jalan Non-Tol 

Skema ini dapat diterapkan untuk jalan tol yang tidak layak secara finansial, tapi layak secara ekonomi dan jalan non-tol. Penerapan skema ini di jalan 

tol disebut juga dengan skema Performance Based Annuity Scheme (PBAS), dikarenakan pembukaan akses jalan tol dapat mempercepat 

pembangunan daerah yang terisolasi, pemerataan pembangunan, ataupun isu strategis lainnya. Adapun penerapan untuk jalan non-tol bertujuan agar 

terpenuhinya standar pelayanan minimal jalan non-tol, sehingga tingkat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna lebih baik. Pada struktur 

AP, penerimaan BU hanya dari pembayaran AP.     

  

 

Pada kasus jalan tol, UPT BLU bertugas mengumpulkan pembayaran pengguna kendaraan, bertindak selaku PMU dengan memantau kinerja BU, dan 

melakukan pembayaran AP sesuai dengan kinerja BU. Jika sistem e-toll diterapkan dan berjalan di seluruh gerbang tol yang di-KPBU-kan dengan 

skema AP, hasil pembayaran tiket secara elektronik dapat disetorkan langsung ke kas negara pada saat itu juga. Saat ini belum terdapat BLU di jalan 

tol yang memiliki wewenang dalam mengelola uang dalam pengimplementasian skema AP. 

Pada kasus jalan non-tol, pemerintah menunjuk PMU yang bertugas memantau kinerja BU, dan melakukan pembayaran AP sesuai dengan kinerja BU. 

Lingkup BU dapat termasuk merancang, membangun dan memelihara jalan non-tol atau hanya melakukan pemeliharaan jalan selama periode tertentu. 

BU terpilih sebaiknya merupakan kontraktor yang berpengalaman di pembangunan dan pemeliharaan jalan sehingga biaya dan risiko sub-kontraktor 

dapat diminimalisir. Pada proyek jalan non-tol, risiko overloading angkutan berat memerlukan perhatian khusus karena akan sangat mempengaruhi 

Gambar 13. Struktur AP Jalan Tol dan Jalan Non-tol 
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biaya operasional dan pemeliharaan. Pemerintah sedang merancang proyek KPBU Jembatan Timbang di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan 

Bermotor (UPPKB) di Pulau Sumatera dan Jawa agar dapat menyediakan sistem jembatan timbang yang terintegrasi sehingga mendukung proses 

penindakan. 

2.2.5.5. Struktur AP Sistem Pembayaran Non-Tunai Jalan Tol  

Penerapan e-money untuk pembayaran diseluruh jalan 

tol dituangkan di dalam Peraturan Menteri PUPR No. 

18/2020. Penerapan sistem ini sebagai upaya 

mengatasi kemacetan di gerbang tol, pelayanan kepada 

pengguna jalan tol, dan pengembangan teknologi 

sistem transaksi tol non-tunai dengan berbasis kartu 

uang elektronik dan nirsentuh. Penandatanganan 

perjanjian Proyek KPBU MILFF antara BPJT dengan PT 

Roatex Indonesia Toll System (RITS) dilakukan pada 

tanggal 15 Maret 2021 dan pengoperasian akan 

dilakukan secara bertahap mulai 31 Januari 2022.  

Lingkup BU meliputi merancang, membangun, 

menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara 

fasilitas dan layanan fasilitas sistem pembayaran non-

tunai jalan tol (termasuk rekonsiliasi dan settlement 

data), serta mengalihkan ke pemerintah di akhir masa 

konsesi. Pada skema ini, BU menerima pembayaran 

dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Risiko spesifik yang 

harus diperhatikan BU adalah risiko teknologi, risiko 

keamanan sistem dan data, risiko jaringan, dan risiko interoperability. 

  

Gambar 14. Struktur AP Sistem Pembayaran Non-Tunai Jalan Tol 
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2.2.6 Struktur KPBU Sektor Minyak dan Gas Bumi 

     Di sektor Minyak dan Gas Bumi, KPBU dapat diterapkan diantaranya terkait infrastruktur pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, 

dan/atau distribusi. Proyek KPBU di sektor ini di Indonesia saat ini belum ada. Proyek KPBU Kilang Minyak Bontang yang semula 

direncanakan sebagai proyek KPBU diubah menjadi penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sesuai dengan Keputusan Menteri 

ESDM No. 7935 K/10/MEM/2016 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di 

Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal Desember 2016.  

 

 

2.2.6.1. BOT Kilang Minyak 

Berdasarkan hasil kajian awal Pra-Studi Kelayakan 

Pengembangan Kilang Minyak Baru di Bontang yang disusun oleh 

KPPIP pada tahun 2015, salah satu opsi struktur proyek 

menyebutkan bahwa lingkup BU meliputi penyediaan pasokan 

crude oil, membangun, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas 

dan layanan kilang minyak, menjual produk minyak ke PT 

Pertamina (sebagai wakil pemerintah), dan menjual produk 

petrokimia ke pasar.  

Risiko utama proyek Kilang Bontang adalah keekonomian yang 

rendah. Untuk menghadapi keekonomian yang rendah dibutuhkan 

pinjaman dengan bunga rendah dan tenor lama. Risiko utama 

lainnya yang dihadapi adalah kondisi pasar, dimana pasar 

domestik harga bensin berdasarkan import parity price, sedangkan 

pasar domestik harga diesel untuk ekspor berdasarkan export 

parity price.  

  
Gambar 15. Struktur BOT Kilang Minyak 
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2.2.7 Struktur KPBU Sektor Perkeretaapian 

KPBU infrastruktur perkeretaapian dapat 

diupayakan dengan skema berbasis penggunaan 

dan skema AP. Sesuai regulasi yang berlaku, 

PJPK dalam sektor ini adalah Direktorat Jenderal 

Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub) untuk proyek lintas propinsi atau 

strategis nasional, Gubernur untuk proyek lintas 

kabupaten/kota, Bupati untuk kereta api dalam 1 kabupaten, dan 

Walikota untuk kereta api perkotaan dalam 1 kota. Proyek KPBU 

infrastruktur Perkeretaapian dapat berupa KPBU Prasarana 

dan/atau KPBU Sarana. Perbedaannya terletak pada lingkup 

infrastruktur yang diusahakan/disediakan. Strukturnya cukup 

generik seperti terlihat pada penjelasan berikut. 

 
 
 
 
 

2.2.7.1. BOT Perkeretaapian 

Dalam skema BOT, Pemerintah dapat memberikan kewenangan bagi BU untuk mengumpulkan pendapatan langsung dari pelanggan retail/pengguna 

akhir. BU bertanggungjawab untuk melakukan desain, konstruksi, operasi dan perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian hingga masa akhir 

kontrak.  

Terkait biaya investasi yang besar dan pengaturan terhadap tarif (regulated), pengalaman di negara lain menunjukkan proyek akan sangat sulit 

memenuhi kelayakan finansial bila lingkup pengusahaan hanya mencakup sarana dan prasarana, kecuali menyertakan lingkup pemanfaatan komersial 

untuk area sekitar stasiun atau konsep transit-oriented development (TOD), dan dukungan pemerintah tersedia. 

  

Gambar 16. Struktur BOT Perkeretaapian 
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2.2.7.2. Availability Payment (AP) Perkeretaapian 

Skema AP diterapkan karena proyek yang layak secara 

ekonomi, tetapi tidak layak secara finansial jika dioperasikan 

sepenuhnya oleh BU. PJPK bertanggungjawab sepenuhnya 

terhadap risiko demand. PJPK membentuk UP / UPTD 

Perkeretapaapian sesuai keweangannya untuk memantau 

kinerja BUP sesuai SPM dan juga melakukan pembayaran AP. 

Salah satu Proyek KPBU yang berjalan dengan skema ini 

adalah Proyek KPBU Kereta Api Makassar ï Pare-Pare. 

 

 

 

 

2.2.7.3. O&M Perkeretaapian 

Serupa dengan skema O&M di proyek jalan tol, skema KPBU ini 

umumnya dirancang untuk proyek infrastruktur yang telah 

dibangun, sehingga diperlukan BU yang dapat mengoperasikan dan 

memelihara sarana dan prasarana perkeretaapian tersebut.     

BU akan mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana 

serta menerima pembayaran atas layanan sesuai tarif dari 

pelanggan retail/pengguna akhir atas nama pemerintah (sebagai 

pemilik infrastruktur kereta api). Pendapatan kemudian dihitung 

sebagai porsi dari tarif yang sudah diambil.  

 

 

 

 

  

Gambar 18. Struktur O&M Perkeretaapian 

Gambar 17. Struktur AP Perkeretaapian 
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2.2.8 Struktur KPBU Sektor Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan (Bus Rapid Transit ï BRT) 

UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan menjadi dasar penyediaan sistem 

angkutan umum massal berbasis jalan (BRT). 

Seperti halnya dalam sektor perkeretaapian, 

KPBU infrastruktur BRT dapat diupayakan dengan 

skema berbasis penggunaan. Sesuai regulasi 

yang berlaku, PJPK dalam sektor ini adalah 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub)/ Gubernur/Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

 

2.2.8.1. BOT BRT 

Dalam skema Konsesi Penuh, Pemerintah dapat memberikan 

kewenangan bagi BU untuk mengumpulkan pendapatan 

langsung dari pelanggan retail/pengguna akhir. BU 

bertanggungjawab untuk melakukan desain, konstruksi, operasi 

dan perawatan sarana dan prasarana BRT hingga masa akhir 

kontrak.  

Terkait biaya investasi yang besar dan pengaturan terhadap tarif (regulated), pengalaman di negara lain menunjukkan proyek akan sangat sulit 

memenuhi kelayakan finansial bila lingkup pengusahaan hanya mencakup sarana dan prasarana, kecuali menyertakan lingkup pemanfaatan komersial 

untuk area sekitar stasiun atau konsep transit-oriented development (TOD), dan dukungan pemerintah tersedia. Pemerintah harus memastikan izin 

jalan yang akan digunakan. 

  

Gambar 19. Struktur BOT BRT 
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2.2.8.2. BOT Sarana BRT 

Pada skema ini BU memiliki lingkup menyediakan, 

mengoperasikan dan merawat bus BRT sesuai dengan 

ketentuan yang dikeluarkan pemerintah selaku pengelola 

sistem. BU menerima pembayaran dalam bentuk Rp/km. 

Biaya Rp/km sudah termasuk biaya leasing, OM dan profit. 

Penyesuaian tarif juga dilakukan secara berkala mengikuti 

inflasi atau rumusan tersendiri yang disepakati dalam kontrak. 

Risiko kualitas bus, risiko operasional, dan risiko usia bus 

merupakan risko spesifik yang dialokasikan kepada Badan 

Usaha. 

2.2.8.3. O&M BRT 

Pada skema ini BU memiliki lingkup mengoperasikan dan 
merawat bus BRT sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan 
pemerintah selaku pengelola sistem. BU menerima 
pembayaran dalam bentuk Rp/km. Biaya Rp/km sudah 
termasuk biaya OM dan profit. Penyesuaian tarif juga dilakukan 
secara berkala mengikuti inflasi atau rumusan tersendiri yang 
disepakati dalam kontrak. Risiko spesifik yang dialokasikan ke 
Badan Usaha adalah risiko operasional, dan usia bus. 

 

 

 

 

  

Gambar 21. Struktur O&M BRT 

Gambar 20. Struktur BOT Sarana BRT 
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2.2.9 Struktur KPBU Sektor Kepelabuhanan 

Dalam sektor ini, UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 82 menyatakan bahwa Otoritas Pelabuhan (OP) di bawah Kemenhub 

dapat memberikan konsesi penuh ataupun bentuk lain kepada Badan Usaha dalam rangka pengusahaan pelabuhan. KPBU termasuk ke 

dalam bentuk lain. Sampai saat ini, pemberian konsesi penuh di sektor kepelabuhanan umumnya dalam bentuk penugasan kepada 

Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang sudah ada. KPBU Pelabuhan dapat dilakukan untuk proyek yang membutuhkan dukungan dan/atau 

penjaminan pemerintah. Skema KPBU yang sudah dilaksanakan di sektor kepelabuhanan adalah Proyek KPBU Alur Pelayaran Barat 

Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Proyek tersebut merupakan proyek unsolicited dimana pemrakarsanya PT Pelindo III 

(Persero). Perjanjian kerjasama dilakukan pada awal tahun 2014, dan financial close diraih pada tahun 2014. Channel dredging selesai 

dilakukan pada tahun 2015. Proyek ini resmi beroperasi pada tahun 2016. 

2.2.9.1. BOT Kepelabuhanan 

Dalam struktur BOT Kepelabuhanan, pengguna akhir dari KPBU ini 

dapat merupakan penumpang, perusahaan pelayaran, dan/atau 

perusahaan ekspedisi barang (kargo atau kontainer). PJPK adalah 

Menteri Perhubungan dengan didelegasikan kepada Direktorat Jendral 

Perhubungan Laut. Otoritas Pelabuhan (OP) bertindak selaku executing 

agency dari Penyelenggara Pelabuhan.  

Mengacu pada model bisnis yang lazim sebagai skema KPBU di sektor 

ini, skema yang dapat menjadi opsi implementasi adalah model LPA 

(Landlord Port Authority) dimana pemerintah dapat menyewakan lahan 

atau mendapatkan concession fee atas pengusahaan pelabuhan yang 

sudah ada beserta fasilitasnya kepada BU. Dalam hal ini, BU dapat 

membangun atau mengembangkan infrastruktur kepelabuhanan yang 

ada (misalnya: pergudangan, penumpukan) untuk meningkatkan 

layanan infrastruktur dalam pengoperasiannya, dan mendapatkan 

pembayaran dari pengguna atas layanan pelabuhan.  

Dalam skema ini, dimana risiko permintaan umumnya akan diserap oleh swasta, Pemerintah (sebagai ólandlordô) dapat menerima pembayaran atas 

sewa tersebut atau concession fee dari BU. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memulihkan sebagian atau seluruh biaya pengadaan tanah dan 

fasilitas pendukung (misalnya break water, akses jalan dan fasilitas pendukung lainnya) yang menjadi kewajiban pemerintah dalam skema KPBU. 

Besarnya sewa atau concession fee tersebut biasanya menjadi kriteria penentuan pemenang lelang KPBU; dengan kata lain, ditentukan oleh seberapa 

besar minat para investor. Dalam hal masa kerjasama telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil kerjasama beralih atau diserahkan kepada penyelenggara 

pelabuhan sesuai dengan perjanjian yang diperhitungkan dengan jangka waktu kerjasama, selanjutnya pengelolaan terhadap lahan dan fasilitas 

pelabuhan yang sudah beralih kepada penyelenggara pelabuhan dapat diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk kegiatan penyediaan 

Gambar 22. Struktur BOT Kepelabuhanan 
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dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang berdasarkan kerjasama pemanfaatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Terhadap model LPA ini, khususnya untuk kondisi saat ini di Indonesia masih agak sulit diterapkan, karena kapasitas anggaran Pemerintah yang 

terbatas untuk membiayai investasi infrastruktur dasar yang besar. 

 

2.2.10 Struktur KPBU Sektor Kebandarudaraan 

Mengacu pada UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 235, pelayanan jasa kebandarudaraan dapat dilaksanakan oleh Badan 

Usaha Bandar Udara (BUBU) berdasarkan konsesi dan atau bentuk lainnya (termasuk BOT dan kontrak manajemen) dimana PJPK 

adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (ñDitjen Hubudò), Kemenhub. Secara umum, lingkup pekerjaan dan jenis infrastrukturnya 

dapat terbagi menjadi: 

¶ Infrastruktur bandara, terdiri atas: 

o Air-side: landasan pacu, taxiway, apron, air traffic control (ATC)  

o  Land-side: terminal 

o Area komersial sekitar bandara 

¶ Infrastruktur akses transportasi 

o Akses kereta api 

o Akses jalan 

Terhadap opsi kerjasama melalui skema KPBU, karena jenis 

infrastruktur tertentu sifatnya tidak komersial (khususnya Air-side), 

perlu evaluasi terhadap kebutuhan peran BU, baik untuk area 

brownfield (bandara yang sudah beroperasi) atau area greenfield 

(bandara di lokasi baru). Sebagai contoh, untuk melibatkan BU dalam 

area greenfield, Pemerintah perlu terlebih dulu menyiapkan 

infrastruktur akses transportasi yang memadai termasuk membangun 

infrastruktur Air-side dari sumber pendanaan lain. 

Dalam melakukan transaksi Proyek KPBU, PJPK perlu 

mempertimbangkan persyaratan kualifikasi peserta Pengadaan KPBU 

telah memenuhi persyaratan Badan Usaha Bandar Udara, sehingga 

setelah Badan Usaha Pelaksana terpilih dan penandatanganan 

Perjanjian KPBU, segera dapai diperoleh izin Badan Usaha Bandar 

Udara (BUBU) untuk membangun dan mengoperasikan Proyek KPBU 

sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati. 

 

Gambar 23. Struktur BOT Kebandarudaraan 
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2.2.10.1. BOT Kebandarudaraan 

Dalam struktur Konsesi Penuh, KPBU pada sektor kebandarudaraan dapat meliputi penyediaan dan pengoperasian fasilitas dan layanan infrastruktur. 

Pemerintah dapat memberikan kewenangan bagi BU untuk memperoleh pendapatan langsung dari pelanggan retail/pengguna akhir yaitu penumpang, 

maskapai penerbangan dan/atau perusahaan ekspedisi barang seperti kargo.  

Konsesi penuh biasanya diberikan kepada BU menggunakan struktur BOT, khususnya dalam konteks ekspansi di area brownfield. Lingkup kerja dari 

BU, seperti diatur dalam peraturan berlaku, adalah mengembangkan dan mengoperasikan baik prasarana bandara maupun jasa-jasa yang ada 

sehingga juga dimungkinkan untuk menyertakan lingkup pemanfaatan komersial untuk area bandara kepada BU. Untuk area greenfield, skema KPBU 

lebih dimungkinkan untuk tidak menyertakan pembangunan infrastruktur Air-side sebagai lingkup yang dikerjasamakan dengan BU. Proyek KPBU di 

sektor bandar udara yang sedang dalam proses pemenuhan pembiayaan adalah Proyek KPBU Bandara Udara Komodo Labuan Bajo. 

2.2.10.2. O&M Kebandarudaraan 

Serupa dengan struktur O&M di proyek transportasi lainnya, 

skema KPBU ini umumnya dirancang untuk proyek brownfield 

dimana pekerjaan desain, konstruksi dan pembiayaan fasilitas 

Kebandarudaraan tersebut tidak menjadi lingkup pekerjaan BU. 

Lingkup BU fokus untuk mengoperasikan dan memelihara 

infrastruktur. Dalam kasus lain, BU juga ditugasi mengelola 

kawasan komersial di dalam bandara yang juga dapat menjadi 

sumber pendapatan BU.  

Operator akan memelihara fasilitas dan menerima pembayaran 

atas layanan sesuai tarif dari pelanggan retail/pengguna akhir 

atas nama pemerintah (sebagai pemilik infrastruktur). 

Pendapatan kemudian dihitung sebagai porsi dari tarif yang 

sudah diambil. 

2.2.11 Struktur KPBU Sektor Telekomunikasi 

KPBU dalam sektor telekomunikasi dapat berupa jaringan telekomunikasi, infratruktur e-government, dan infrastruktur pasif seperti pipa 

saluran media transmisi kabel (ducting). Proyek KPBU di sektor telekomunikasi yang pertama di Indonesia adalah Proyek Palapa Ring 

yang merupakan proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional. Proyek ini menghubungkan seluruh nusantara 

dengan dibagi atas 3 paket, yaitu wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Proyek ini menggunakan skema Availability Payment (AP). 

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (ñKominfoò) berencana untuk melaksanakan proyek pembangunan Satelit Multi-

fungsi Pemerintah (ñSatelitò) dengan menggunakan skema KPBU. Adapun tujuan dari Satelit ini adalah untuk menyediakan sarana bagi 

Pemerintah untuk mengatasi kesenjangan dalam penyebaran informasi di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi pelengkap dari proyek Palapa Ring. Mengingat 

karakteristik sektor teknologi informasi dan komunikasi yang hampir sama, maka struktur proyek Satelit berpotensi menyerupai proyek Palapa Ring. 

Gambar 24. Struktur O&M Kebandarudaraan 
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2.2.11.1. Availability Payment (AP) Proyek Jaringan Serat 

Optik Nasional 

Skema AP diterapkan karena proyek ini layak secara ekonomi, 

tetapi tidak layak secara finansial jika dioperasikan sepenuhnya 

oleh BU. Menteri Kominfo sebagai PJPK bertanggungjawab 

sepenuhnya terhadap risiko demand.     

BAKTI sebagai badan regulator di sektor telekomunikasi dan 

informatika bertindak selaku Project Management Unit (PMU) 

bertugas mengumpulkan pembayaran tarif dari pengguna 

jaringan, memantau kinerja BU, dan melakukan pembayaran 

AP sesuai dengan kinerja BU. Lingkup BU meliputi  merancang, 

membangun, mengoperasikan, dan memelihara jaringan 

telekomunikasi selama periode tertentu.  

2.2.11.2. Availability Payment (AP) Proyek High Throughput 

Satellite (HTS) 

Skema AP diterapkan karena proyek ini layak secara ekonomi, 

tetapi tidak layak secara finansial jika dioperasikan 

sepenuhnya oleh BU. Menteri Kominfo sebagai PJPK 

bertanggungjawab sepenuhnya terhadap risiko demand. 

Lingkup BU meliputi:  

- merancang, membuat, dan meluncurkan satelit 

- merancang, dan membangun stasiun pengendali 

(bumi) 

- mengoperasikan, dan memelihara satelit dan stasiun 

pengendali (bumi) 

- BUP melakukan kontrak perjanjian sewa kapasitas 

satelit dengan penyedia layanan telekomunikasi yang 

akan berhubungan langsung dengan pengguna akhir, 

yaitu Kementerian/Lembaga dengan titik-titik di wilayah 

USO. 

- mengalihkan satelit dan stasiun pengendali (bumi) ke 

pemerintah di akhir masa konsesi.  

Gambar 25. Struktur AP Proyek Jaringan Serat Optik Nasional 

 

Gambar 26. Struktur AP Proyek High Throughput Satellite (HTS) 
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Pada skema ini, BU menerima pembayaran AP dari BAKTI. Risiko spesifik yang harus diperhatikan BU adalah risiko keterlambatan mendapatkan 

alokasi spektrum frekuensi dan slot orbit, risiko kegagalan perakitan, risiko kegagalan peluncuran, risiko kegagalan orbit, risiko operasional, risiko usia 

satelit lebih pendek, risiko inefektif pemanfaatan kapasitas satelit, risiko obsolette teknologi di ground segmen.  

2.2.11.3. Struktur AP Sistem E-government  

Penerapan e-government untuk kemudahan pelayanan publik 

di zaman digital merupakan sesuatu hal yang harus 

dikedepankan. Sistem e-government akan meningkatkan 

kinerja pelayanan publik. 

Lingkup BU meliputi merancang, membangun, menyediakan, 

mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan layanan 

fasilitas sistem e-government, termasuk pelaksanaan 

rekonsiliasi dan settlement data (jika ada), serta mengalihkan 

ke pemerintah di akhir masa konsesi. Pada skema ini, BU 

menerima pembayaran dari unit pemerintah. Risiko spesifik 

yang harus diperhatikan BU adalah risiko teknologi, risiko 

keamanan sistem dan data, risiko jaringan, dan risiko 

settlement.  

  

2.2.12 Struktur KPBU Sektor Fasilitas Perkotaan 

KPBU dalam sektor fasilitas perkotaan diantaranya pasar umum dan sistem jaringan utilitas terpadu. Jaringan utilitas terpadu dibutuhkan 

dalam rangka pengelolaan jaringan telekomunikasi, listrik, minyak dan gas, air minum, dan/atau limbah, bahkan pengelolaan banjir sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan perencanaan yang diharapkan. PJPK pada proyek ini adalah Gubernur (khusus DKI Jakarta), Bupati, 

atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. BUMD, dapat menjadi PJPK jika ada pendelegasian dari Kepala Daerah. Skema 

kerjasama untuk pengembangan sistem jaringan utilitas dapat menggunakan skema BOT atau AP. Akan tetapi, untuk kondisi saat ini 

skema AP menjadi pilihan karena risiko tarif end user yang cukup tinggi sehingga berimplikasi kepada tarif kepada pengguna sistem 

jaringan utilitas. Hal ini mengingat pengguna utilitas adalah badan usaha yang melakukan penyedia layanan ke masyarakat, sehingga 

kemungkinan terjadi intervensi tarif di sisi penyedia layanan oleh Pemerintah (misal tarif air minum sesuai kemampuan masyarakat berimplikasi kepada biaya 

Gambar 27. Struktur AP Sistem E-government 
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utilitas yang diharapkan lebih murah agar bisa memenuhi tarif tersebut) 

dimungkinkan. Apabila PJPK menggunakan skema selain AP, struktur 

proyek dan acuan alokasi risiko perlu disesuaikan. 

Keberadaaan pasar umum menjadi salah satu media untuk memantau dan 

menstabilkan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Kebutuhan 

pengembangan pasar tradisional menjadi pasar modern cukup tinggi. 

Pembangunan dan pengoperasian pasar merupakan tanggung jawab 

pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

mengenai otonomi daerah, kecuali DKI Jakarta menjadi tanggung jawab 

Gubernur. Regulator sektor pasar adalah Kementerian Dalam Negeri terkait 

pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, sedangkan Kementerian 

Perdagangan mengatur penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan 

toko modern. PJPK pada proyek ini adalah Gubernur (khusus DKI Jakarta), 

Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. BUMD, seperti PD 

Pasar, dapat menjadi PJPK jika ada pendelegasian dari Kepala Daerah. 

Skema kerjasama untuk pengembangan pasar dapat menggunakan skema 

BOT atau Availability Payment. Akan tetapi, untuk kondisi saat ini skema BOT menjadi pilihan karena BU dapat lebih fleksibel melakukan inovasi untuk menjaring 

tenant dan juga pembeli. Selain itu, skema ini cukup diminati oleh swasta.  Skema AP akan sangat tepat digunakan jika Pemerintah ingin melakukan intervensi 

terkait tarif sewa bagi tenant, sehingga mencapai tingkat kemampuan dan keinginan pedagang. 

2.2.12.1. AP Sistem Jaringan Utiltias Terpadu 

Pada skema ini, BU melakukan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan, serta pengalihan aset setelah kontrak berakhir. Adapun risiko 

demand menjadi aspek yang menjadi fokus utama pemerintah, sehingga perlu dilakukan kajian yang komprehensif sebagai mitigasi.  

BU disyaratkan memberikan pelayanan sesuai spesifikasi keluaran. Pemerintah membayarkan Availability Payment atas pelayanan yang diberikan 

secara berkalan. Spesifikasi keluaran harus mampu memenuhi standar kebutuhan jaringan utilitas yang berbeda-beda. Hal ini juga mengingat bahwa 

jaringan utiltias yang dibangun dapat berupa jaringan primer ataupun sekunder yang natinya akan dihubungkan ke jaringan tersier atau pengguna 

layanan. PJPK dapat juga Menteri atau Direksi BUMN/BUMD sesuai dengan ketentuan sektor. Pembayaran AP kepada BU melalui SKPD/UPTD 

merupakan opsi (bukan kewajiban) disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh PJPK. 

 

                                                         

Gambar 28. Struktur AP Proyek Sistem Jaringan Utilitas  
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2.2.12.2. BOT Pasar Umum 

Pada skema ini, BU membayar kontribusi tetap kepada pemerintah 

atas pemakaian aset dan juga hak pengusahaan jika memang 

dikaji sangat komersial. Risiko spesifik terkait pengelolaan pasar 

adalah risiko lokasi, risiko demand (tenant), dan risiko kompetisi. 

Risiko lokasi khususnya terkait dengan luas keterjangkauan pasar 

dan aksesibilitas pasar. Risiko demand atas minat tidaknya tenant 

yang mengisi juga menjadi perhatian. Selain itu, adanya pasar 

kompetitor di sekitar daerah tersebut juga akan mempengaruhi 

tingkat kunjungan dan daya beli masyarakat yang akan berdampak 

kepada risiko tenant. Kondisi lokasi menjadi aspek yang harus 

dikaji dengan komprehensif di awal studi sebagai mitigasi. Adapun 

risiko demand menjadi aspek yang menjadi fokus utama BU.   

                                                             

2.2.12.3. AP Pasar Umum 

Pada skema ini, BU melakukan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan, serta pengalihan aset setelah kontrak berakhir. Adapun risiko 

demand menjadi aspek yang menjadi fokus utama pemerintah, sehingga perlu dilakukan kajian yang komprehensif sebagai mitigasi.     

 

 Gambar 30. Struktur AP Proyek Pasar Umum 

Gambar 29. Struktur BOT Proyek Pasar Umum 
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2.2.13 Struktur KPBU Sektor Perumahan Rakyat 

Ketersediaan rumah bagi masyarakat golongan menegah bawah menjadi isu yang harus segera dipecahkan dalam rangka mewujudkan 

kota yang lebih humanis. Pelaksanaan KPBU dalam sektor perumahan rakyat dapat membantu akselerasi pembangunan tersebut.  

PJPK pada proyek ini adalah Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. Skema kerjasama untuk 

pengembangan perumahan rakyat menggunakan skema BOT atau Availability Payment. Akan tetapi, untuk kondisi saat ini skema BOT 

menjadi pilihan karena BU dapat lebih fleksibel melakukan proses transaksi dengan pembeli menggunakan skema pembiayaan/kredit  

kepemilikan hunian yang lebih fleksibel. Sesuai Permen PUPR No. 21 tahun 2018 Pasal 5, Infrastruktur perumahan yang dapat 

dilaksankan secara KPBU adalah rumah susun umum, rumah susun khusus; dan/atau rumah susun sederhana sewa. 

2.2.13.1. BOT Perumahan Rakyat 

Pada skema ini, BU membayar kontribusi tetap kepada pemerintah atas pemakaian aset. Risiko spesifik terkait perumahan rakyat adalah risiko lokasi, 

risiko demand (penghuni dan tenant), dan risiko wanprestasi pembayaran pemilik/penyewa hunian/ruangan. Risiko lokasi khususnya terkait dengan 

aksesibilitas (transportasi), ketersediaan fasilitas umum dan sosial di sekitar hunian, dll. Risiko demand atas minat tidaknya tenant yang mengisi juga 

menjadi perhatian. Selain itu, risiko wanprestasi pembayaran pemilik/penyewa hunian/ruangan atas biaya sewa atau biaya pemeliharaan. Kondisi lokasi 

menjadi aspek yang harus dikaji dengan komprehensif di awal studi sebagai mitigasi. Adapaun risiko demand dan wanprestasi pembayaran 

pemilik/penyewa hunian/ruangan menjadi aspek yang menjadi fokus utama BU.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 31. Struktur BOT Perumahan Rakyat 



29        KPBU di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko  

 

 

2.2.13.2. AP Perumahan Rakyat 

Pada skema ini, BU tidak menanggung risiko demand dan 

wanprestasi pembayaran pemilik/penyewa hunian/ruangan. 

Pembangunan rusunawa ataupun rusunami dengan konsep 

tanpa uang muka ataupun keringan pembayaran oleh warga 

dapat diterapkan sehingga dapat mengakselerasi program 

pemerintah dalam rangka menyediakan hunian yang layak dan 

terjangkau. Risiko-risiko tersebut menjadi fokus perhatian 

pemerintah.     

 

 

 

 

2.2.14 Struktur KPBU Sektor Kesehatan 

Sektor kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya terkait tingkat pelayanan. Tingginya kebutuhan layanan kesehatan 

harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit. Oleh karena itu, KPBU sektor kesehatan 

merupakan salah satu cara percepatan pembangunan di sektor kesehatan. Layanan BPJS yang bersifat nasional juga menunjang 

perbaikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 tahun 

2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan. PJPK 

pada proyek ini adalah Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. Skema kerjasama untuk sektor 

kesehatan menggunakan skema User charge atau Availability Payment (AP) untuk Kontrak Pelayanan Rumah Sakit Publik Eksisting, 

Kontrak Bangun Guna Serah, dan Rehabilitasi Guna Serah.   

2.2.14.1. BOT Rumah Sakit 

Pada skema ini, BU menerima pembayaran atas layanannya secara berkala dari pemerintah selama masa konsesi. Lingkup BU meliputi penyediaan 

bangunan, prasarana, peralatan medis, dan/atau sumber daya manusia, serta mengalihkan ke pemerintah di akhir masa konsesi. Pemerintah 

bertanggung jawab di dalam pengelolaan rumah sakit keseluruhan, termasuk pengaturan dokter dan perawat.  

Gambar 32. Struktur AP Perumahan Rakyat 
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Risiko spesifik terkait rumah sakit adalah risiko keterlambatan pengiriman peralatan medis, risiko data medis, risiko sistem IT dan teknologi, risiko 

penanganan medis, dan risiko kelebihan pasien. Risiko-risiko tersebut merupakan fokus utama BU yang tentunya tergantung dari luasan lingkup proyek. 

Untuk proyek brownfield, risiko terganggunya pelayanan rumah sakit eksisting menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.  

      

 

 

2.2.14.2. Availability Payment (AP) Rumah Sakit 

Pada skema ini, BU menerima pembayaran atas layanannya secara berkala dari pemerintah selama masa konsesi. Lingkup BU meliputi penyediaan 

bangunan, prasarana, peralatan medis, dan/atau sumber daya manusia, serta mengalihkan ke pemerintah di akhir masa konsesi. Pemerintah 

bertanggung jawab di dalam pengelolaan rumah sakit keseluruhan, termasuk pengaturan dokter dan perawat.  

Risiko spesifik terkait rumah sakit adalah risiko keterlambatan pengiriman peralatan medis, risiko data medis, risiko sistem IT dan teknologi, risiko 

penanganan medis, dan risiko kelebihan pasien. Risiko-risiko tersebut merupakan fokus utama BU yang tentunya tergantung dari luasan lingkup proyek. 

Untuk proyek brownfield, risiko terganggunya pelayanan rumah sakit eksisting menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.       

Proyek KPBU Pavilion RS Pirngadi Medan menjadi pilot project yang sedang dirintis pada tahun ini. 

Gambar 33. Struktur BOT Rumah Sakit 
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2.2.15 Struktur KPBU Sektor Pendidikan 

Amanat konstitusi bahwa pemerintah 

berkewajiban mencerdaskan Warga Negara 

Indonesia menjadi dasar dialokasikannya 20% 

anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan. 

Program Wajib Belajar 9 tahun dan sekarang 

menjadi 12 tahun, serta Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) merupakan bentuk dukungan 

Pemerintah di sektor ini. Kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan 

primer masyarakat. Kementerian yang bertanggung jawab di dalam 

sistem pendidikan nasional adalah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Selain itu, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi bertanggung jawab atas perguruan tinggi, dan Kementerian 

Agama bertanggung jawab atas madrasah, pondok pesantren, dan 

perguruan tinggi islam. 

PJPK pada proyek ini adalah Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota 

sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan undang-undang, 

pendidikan dasar dan menengah pertama merupakan tanggung jawab 

Bupati/Walikota, pendidikan menengah atas dan kejuruan menjadi tanggung jawab Gubernur, sedangkan pendidikan tinggi sedangkan menjadi tanggung jawab 

Gambar 34. Struktur AP Rumah Sakit 

Gambar 35. Struktur AP Sekolah/Perguruan Tinggi 
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Menteri. Pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Berbadan Hukum dan PTN Satker BLU, Rektor dimungkinkan menjadi PJPK dengan terlebih dahulu mengkaji 

aspek hukum fleksibilitas/otonomi yang dimilikinya. Skema kerjasama untuk sektor pendidikan menggunakan skema Availability Payment. 

PJPK untuk pendidikan dasar dan menengah adalah kepala daerah sesuai kewenangannya. Struktur kerjasama untuk KPBU pendidikan dasar/menengah 

umumnya menggunakan skema AP, sehingga dapat merujuk kepada struktur dan matriks risiko di Perguruan Tinggi. Untuk proyek KPBU pendidikan tinggi 

yang disampaikan dalam acuan ini merupakan model generik untuk penyediaan fasilitas belajar mengajar.  Adapun untuk fasilitas seperti rumah sakit ataupun 

inkubator bisnis, perlu memperhatikan kondisi sektoral dan kekhasan fasilitas.  

2.2.15.1. Availability Payment (AP) Sekolah / Perguruan Tinggi 

Lingkup BU meliputi membangun, menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan layanan pendukung sekolah/perguruan tinggi, serta 

mengalihkan ke pemerintah di akhir masa konsesi. Pemerintah bertanggung jawab di dalam pengelolaan sekolah/perguruan tinggi secara keseluruhan 

layanan, termasuk pengaturan kurikulum, dan guru. Pada skema ini, BU menerima pembayaran atas layanannya secara berkala dari pemerintah selama 

masa konsesi.  

Risiko spesifik terkait sektor pendidikan adalah risiko tidak berfungsi media ajar, keterlambatan pengiriman materi ajar, risiko kebocoran data siswa, 

risiko sistem IT dan teknologi, dan performa fasilitas. Risiko-risiko tersebut merupakan fokus utama BU yang tentunya tergantung dari luasan lingkup 

proyek.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Indikasi Skema Pembayaran AP KPBU PTN Badan Hukum 
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2.2.16 Struktur KPBU Sektor Olahraga 

Ketersediaan fasilitas olah raga yang memadai bagi masyarakat, baik atlit maupun umum, sangat diperlukan. Hal ini sangat 

mempengaruhi prestasi bidang olah raga Indonesia di tingkat dunia dan juga berdampak kepada kualitas kesehatan masyarakat. 

Percepatan ketersediaan fasilitas olah raga dapat dilakukan dengan skema KPBU.   

PJPK pada proyek ini adalah Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. Skema kerjasama untuk sektor 

olahraga dapat menggunakan skema Availability Payment ataupun skema usage based.   

2.2.16.1. BOT Stadion/Fasilitas Olahraga 

Lingkup BU meliputi membangun, menyediakan, mengoperasikan, 

dan memelihara fasilitas dan layanan stadion/fasilitas olahraga, 

serta mengalihkan ke pemerintah di akhir masa konsesi. BU juga 

mengalokasikan pemanfaatan stadion untuk kebutuhan latihan atlit. 

Pada skema ini, pendapatan BU sepenuhnya dari sewa fasilitas 

olahraga dan juga pendapatan dari bangunan penunjang, seperti 

hotel.  

Risiko spesifik yang harus diperhatikan BU adalah Risiko Non-

event, yaitu tidak adanya sumber pendapatan pada saat tidak ada 

event atau paska event besar, seperti PON, SEA Games, Asian 

Games, dan Olimpiade. Biaya pengoperasian dan pemeliharaan 

stadion sangat besar, sehingga sumber pemasukan dari event saja 

tidak cukup, perlu pendapatan dari fasilitas penunjang yang justru 

menjadi pemasukan utama.  

2.2.16.2. Availability Payment (AP) Stadion/Fasilitas Olahraga 

Lingkup BU meliputi membangun, menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan layanan stadion/fasilitas olahraga, serta mengalihkan 

ke pemerintah di akhir masa konsesi. BU juga mengalokasikan pemanfaatan stadion untuk kebutuhan latihan atlit. Adapun pemanfaatan waktu di luar 

kebutuhan atlit dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah. Pada skema ini, BU menerima pembayaran atas layanannya secara 

berkala dari pemerintah selama masa konsesi.  

Gambar 37. Struktur BOT Olah Raga 
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Risiko spesifik yang harus diperhatikan pemerintah adalah 

Risiko Non-event, yaitu tidak adanya sumber pendapatan 

pada saat tidak ada event atau paska event besar, seperti 

PON, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Biaya 

pengoperasian dan pemeliharaan stadion sangat besar, 

sehingga sumber pemasukan dari APBN/APBD saja tidak 

cukup. Menghidupkan stadion sepanjang tahun merupakan 

tantangan utama. Risiko spesifik yang harus diperhatikan BU 

adalah risiko performa fasilitas, risiko sistem IT dan teknologi, 

dan risiko keselamatan dan keamanan (khususnya pada saat 

kegiatan berlangsung).  

 

 

 

2.2.17 Struktur KPBU Sektor Pariwisata 

KPBU sektor pariwisata berupa fasilitas penunjang pariwisata seperti pusat promosi dan pemasaran produk pariwisata, tourism 

information center, dan lain-lain. Menteri Pariwisata menjadi regulator sektor ini. PJPK pada proyek ini adalah Menteri, Gubernur, Bupati, 

atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

Skema kerjasama untuk sektor pariwisata 

menggunakan skema Availability Payment. 

Adapun Kawasan Pariwisata yang dibangun 

secara KPBU dapat menjadi bagian dari KPBU infrastruktur 

kawasan yang memiliki kekhasan risiko tersendiri tergantung 

pada cara penyediaannya. Beberapa contoh kawasan 

pariwisata yang akan dikembangkan adalah 10 destinasi 

pariwisata prioritas, diantaranya: Danau Toba, Mandalika, dan 

Borobudur.   

2.2.17.1. Availability Payment (AP) Pusat Informasi, Promosi, 

dan Pemasaran Pariwisata 

Lingkup BU meliputi membangun, menyediakan, 

mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan layanan Pusat 

Informasi, Promosi, dan Pemasaran Pariwisata, serta 
Gambar 39. Struktur AP Pariwisata 

Gambar 38. Struktur AP Olah Raga 
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mengalihkan ke pemerintah di akhir masa konsesi. Pada skema ini, BU menerima pembayaran atas layanannya secara berkala dari pemerintah selama 

masa konsesi. Pendapatan dari keberhasilan promosi dan pemasaran produk bisa menjadi insentif bagi BU. Risiko spesifik yang harus diperhatikan 

adalah risiko performa fasilitas, risiko sistem IT dan teknologi, dan risiko promosi dan pemasaran (tergantung lingkup proyek). Ketiganya merupakan 

risiko yang perlu diperhatikan oleh BU. 

  

2.2.18 Struktur KPBU Sektor Pemasyarakatan 

Infrastruktur pemasyarakatan khususnya Lembaga 

Permasyarakatan (Lapas) merupakan hal prioritas yang 

sangat dibutuhkan karena saat ini 470 dari 476 lapas 

mengalami kelebihan kapasitas. Fungsi Lapas adalah 

untuk pembinaan, sehingga terdapat fasilitas pelatihan 

bagi warga binaan agar memperoleh keahlian yang 

bermanfaat saat berasimilasi kembali di masyarakat. 

Lapas sudah memiliki pengalaman bekerjasama dengan pihak ketiga, 

akan tetapi tidak dalam skema KPBU. PJPK pada proyek ini adalah 

Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan kewenangannya. PJPK 

dapat didelegasikan Menteri Hukum dan HAM kepada Dirjen terkait. 

Skema kerjasama untuk sektor lapas umumnya menggunakan skema 

Availability Payment, tetapi skema BOT juga terbuka untuk dilakukan. 

Pengguna layanan BUP meliputi warga binaan, pengunjung, dan 

petugas LAPAS.  

2.2.18.1. BOT Lembaga Permasyarakatan (Lapas) 

Lingkup BU meliputi membangun, menyediakan, mengoperasikan, 

dan memelihara fasilitas dan layanan /fasilitas lapas, serta 

mengalihkan ke pemerintah di akhir masa konsesi. Fasilitas Lapas ini 

sering disebut sebagai Lapas industri yang menggabungkan fungsi 

pembinaan dan fungsi produksi sebagai satu kesatuan.  

Risiko spesifik yang harus diperhatikan BU adalah risiko keamanan 

dari kemungkinan pelarian dan risiko bawaan dari fungsi produksi 

yang digunakan. Contoh Lapas yang sedang direncanakan untuk 

dikembangkan dengan skema BOT adalah Lapas Nusakambangan. 

 

 

 
Gambar 41. Struktur AP Lapas 

Gambar 40. Struktur BOT Lapas 
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2.2.18.2. Availability Payment (AP) Lembaga Permasyarakatan (Lapas) 

Lingkup BU meliputi membangun, menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan layanan fasilitas lapas, serta mengalihkan ke 

pemerintah di akhir masa konsesi. Pada skema ini, BU menerima pembayaran atas layanannya secara berkala dari pemerintah selama masa konsesi. 

Risiko spesifik yang harus diperhatikan BU adalah risiko keamanan dari kemungkinan pelarian dan risiko bawaan dari industri yang digunakan.  

 

2.2.19 Struktur KPBU Sektor Kawasan 

Kawasan yang dimaksud di sektor ini dapat berupa kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan inovasi termasuk pembangunan science and techno park. Pengelola kawasan  wajib menyediakan 

infrastruktur dasar Infrastruktur kawasan 

merupakan penyediaan infrastruktur dasar di 

dalam kawasan seperti jalan, sistem air minum, 

persampahan, sistem air limbah, listrik, 

telekomunikasi, transptasi, dan lainnya yang 

berfungsi sebagai pendukung utama operasional kawasan.    

2.2.19.1. Availability Payment (AP) Kawasan 

Lingkup BU meliputi membangun, menyediakan, 

mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan layanan fasilitas 

infrastruktur dasar kawasan, serta mengalihkan ke pemerintah 

di akhir masa konsesi. Pada skema ini, BU menerima 

pembayaran atas layanannya secara berkala dari pemerintah 

selama masa konsesi. Risiko spesifik yang harus diperhatikan 

BU adalah risiko operasional dan risiko bawaan dari industri 

yang digunakan.  

 

2.2.20 Struktur KPBU Sektor Infrastruktur Bangunan Negara 

Dasar hukum bangungan negara merujuk kepada UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Bangunan negara dibutuhkan untuk 

menunjang pelayanan publik, termasuk juga relokasi ibukota negara, propinsi, ataupun kabupaten/kota dalam rangka menciptakan 

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.  

PJPK pada proyek ini adalah Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. Skema kerjasama untuk 

infrastruktur bangunan gedung menggunakan skema BOT atau Availability Payment. Akan tetapi, untuk kondisi saat ini skema AP menjadi 

pilihan karena mayoritas pemanfaatan ruang bangunan negara digunakan untuk pelayanan publik atau non komersial. Setiap 

pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/SKPD harus mendapat bantuan teknis dari kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum/SKPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung negara. 

Gambar 42. Struktur AP Kawasan 
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2.2.20.1. BOT Bangunan Negara 

Pada skema ini, bangunan negara yang dibangun tidak hanya untuk 

kebutuhan pemerintah, tetapi juga dapat digunakan untuk 

kebutuhan komersial dan swasta. Pengembalian investasi badan 

usaha berasal dari pembayaran oleh pengguna bangunan. Dalam 

konteks ini, pemerintah sebagai tenant juga dikenakan biaya sewa 

sebagai salah satu user.  

Risiko spesifik terkait bangunan negara adalah risiko aset eksisting 

jika di area brown field, risiko demand (penghuni dan tenant), dan 

risiko pelayanan publik. Risiko lokasi khususnya terkait dengan 

aksesibilitas (transportasi), ketersediaan fasilitas umum dan sosial 

di sekitar bangunan negara, dll. Risiko demand atas minat tidaknya 

tenant non-pemerintah yang mengisi juga menjadi perhatian utama 

BU. Selain itu, risiko wanprestasi pembayaran penyewa 

hunian/ruangan atas biaya sewa atau biaya pemeliharaan. Kondisi 

lokasi menjadi aspek yang harus dikaji dengan komprehensif di 

awal studi sebagai mitigasi untuk mengetahui Higest Best Use dari 

bangunan di lokasi tersebut.  

2.2.20.2. AP Bangunan Negara 

Pada skema ini, BU tidak menanggung risiko demand dan 

wanprestasi pembayaran pemilik/penyewa hunian/ruangan. Skema 

AP sangat tepat digunakan untuk bangunan negara yang mayoritas 

pemanfaatan ruangnya untuk kebutuhan Pemerintah, sehingga 

potensi pendaptan komersial sangat kecil. Penerapan skema ini 

juga dapat digunakan untuk proyek yang dibangun di area dengan 

dengan tingkat komersial rendah. Risiko yang perlu diperhatikan 

adalah terkait dengan risiko aset eksisting dan risiko gangguan 

pelayanan publik jika berada di area brown field. Pada proyek green 

field, risiko konstruksi dan risiko operasi perlu menjadi perhatian.       

 

 

 

 

Gambar 43. Struktur BOT Bangunan Negara 

Gambar 44. Struktur AP Bangunan Negara 
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2.2.21 Struktur KPBU Proyek Gabungan (Bundling Project) 

Proyek Gabungan (Bundling Project) adalah penyediaan infrastruktur yang berupa gabungan 2 atau lebih jenis infrastruktur. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala 

Daerah yang yang memiliki kewenangan terhadap sektor infrastruktur yang dikerjasamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bertindak bersama-

sama sebagai PJPK. Kesepakatan kedua PJPK dituangkan di dalam Nota Kesepahaman yang sekurang-kurangnya memuat: 

- Kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJPK 

- kesepakatan mengenai pembagian tugas dan anggaran dalam rangka penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU 

- jangka waktu pelaksanaan KPBU 

- Struktur Proyek  

2.2.21.1. BOT Bundling Project 

Lingkup BU meliputi merancang, membangun, menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara 2 jenis infrastruktur, serta mengalihkan ke pemerintah di akhir 

masa konsesi. Pada skema ini, BU menerima pembayaran langsung dari pengguna di kedua jenis infrastruktur. Risiko spesifik yang harus diperhatikan BU 

adalah risiko demand, risiko operasional, risiko spesifik infrastruktur terkait, risiko integrasi proyek, dan risiko kelembagaan.  

2.2.21.2. Availability Payment (AP) Bundling Project 

Lingkup BU meliputi merancang, membangun, menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara 2 jenis infrastruktur, serta mengalihkan ke pemerintah di akhir 

masa konsesi. Pada skema ini, BU menerima pembayaran AP dari PJPK. Risiko spesifik yang harus diperhatikan BU adalah risiko operasional, risiko spesifik 

infrastruktur terkait, risiko integrasi proyek, dan risiko kelembagaan.  

 
 

Gambar 45. Struktur BOT Bundling Project Gambar 46. Struktur AP Bundling Project 
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2.2.22 Proyek KPBU Khusus  

Proyek KPBU Khusus merupakan jenis proyek KPBU sektor yang memberikan pelayanan sangat spesifik dan kemungkinan melakukan KPBU hanya 1 kali. 

Proyek KPBU Khusus yang dimaksud adalah Proyek KPBU Proving Ground. 

 

2.2.22.1. AP Proving Ground 

Proving Ground adalah fasilitas pengujian kendaraan 

bermotor di luar ruangan yang dinamis dan memenuhi 

standar internasional. Unit penyelenggara adalah Balai 

Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan 

Bermotor (BPLJSKB). BPLJSKB mempunyai tugas 

melaksanakan pengujian dan penyiapan bahan 

sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor, 

kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, dan 

kendaraan khusus. 

Lingkup BU meliputi Desain Proving Ground, Konstruksi 
infrastruktur Proving Ground (70%) dan penyediaan 
fasilitas uji, Pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas 
Proving Ground, termasuk pengujian peralatan dan 
sistem informasi manajemen, dan Memberikan pelatihan 
teratur untuk menambah kemampuan pegawai 
pemerintah sebagai operator yang kompeten. Pada skema ini, BU menerima pembayaran AP dari BPLJSKB. Risiko spesifik yang harus diperhatikan 
BU adalah risiko pemeliharaan, risiko integrasi sistem teknologi informasi, risiko keusangan teknologi, dan risiko kebocoran informasi dan data. Proyek 
ini diprakarsai pemerintah dan masih dalam tahap penyiapan.  

Gambar 47 Struktur AP Proving Ground 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































